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ABSTRAK 

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PRODUK 

DOMESTIK BRUTO RIIL PERKAPITA INDONESIA: SEBELUM DAN 

SESUDAH REFORMASI KEUANGAN NEGARA 

Oleh 

Prapti Lestari 

 

Pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara 

masih menjadi perdebatan baik secara teori maupun studi empiris. Di Indonesia, 

belanja pemerintah meningkat cukup signifikan, namun pertumbuhan ekonomi 

cenderung stagnan. Pemerintah berupaya memperbaiki pengelolaan anggaran dan 

belanja negara diantaranya dengan melakukan reformasi keuangan negara agar 

anggaran sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) 

Riil Perkapita sebagai proksi pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini 

menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 

periode sebelum dan sesudah reformasi keuangan negara. Selain itu, beberapa 

variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi juga diteliti, yaitu tenaga 

kerja, invetasi pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). 

Penelitian ini menggunakan sampel tahun 1985-2019 dengan menggunakan 

Error Correction Model (ECM). Hasil penelitian menunjukkan investasi 

pemerintah, PMTB dan reformasi keuangan negara berpengaruh signifikan 

terhadap PDB Riil Perkapita. Uji tanda menunjukkan seluruh variabel dalam 

penelitian ini, yaitu belanja pemerintah, investasi pemerintah, PMTB, tenaga kerja, 

dan reformasi keuangan negara berpengaruh positif terhadap PDB Riil Perkapita.  

Reformasi keuangan negara berdampak positif terhadap PDB Riil Perkapita melalui 

perbaikan pengelolaan anggaran dan belanja pemerintah yang semakin detil dan 

transparan. 

Belanja pemerintah dan tenaga kerja meski bertanda positif namun tidak 

berpengaruh signifikan diantaranya karena belanja negara belum efisien, masih 

adanya kasus korupsi dan penumpukan belanja di akhir tahun.Secara nominal, nilai 

belanja pemerintah juga sangat kecil dibandingkan PDB Riil Perkapita. Sementara 

kualitas pekerja Indonesia yang relatif rendah pendidikan dan produktivitasnya 

menjadi masalah yang harus diselesaikan. Oleh karenanya, pemerintah perlu terus 

memperbaiki pengelolaan anggaran dan meneruskan reformasi keuangan negara 

dan meningkatkan program Wajib Belajar hingga Perguruan Tinggi untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kerja sehingga dapat mendorong 

meningkatnya PDB Riil Perkapita. 

 

Kata kunci: PDB Riil Perkapita, belanja negara, reformasi keuangan negara 



ABSTRACT 

THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE ON REAL GROSS 

DOMESTIC PRODUCT PERCAPITA INDONESIA: BEFORE AND 

AFTER STATE FINANCIAL REFORM 

 

By 

PRAPTI LESTARI 

 

 

The effect of government expenditure on a country's economic growth is still a 

matter of debate both theoretically and empirically. In Indonesia, government  

expenditure increased significantly, but economic growth tends to stagnate. The 

government seeks to improve the management of state budgets and expenditures, 

including by reforming state finances so that the budget as an instrument of fiscal 

policy can encourage economic growth. This study uses Real Gross Domestic 

Product (GDP) per capita as a proxy for economic growth. The purpose of this study 

is to analyze the effect of government spending on economic growth in the period 

before and after the reform of state finances. In addition, several other variables that 

affect economic growth are also investigated, namely labor, government 

investment, and Gross Fixed Capital Formation (PMTB). 

This study uses a sample of 1985-2019 using the Error Correction Model (ECM). 

The results of the study show that government investment, PMTB and state 

financial reform have a significant effect on Real GDP Per capita. The sign test 

shows that all variables in this study, namely government expenditure, government 

investment, PMTB, labor, and state financial reform have a positive effect on Real 

GDP Per capita. Reform of state finances has a positive impact on Real GDP per 

capita through improved management of budgets and government expenditures that 

are increasingly detailed and transparent. 

Government expenditure and labor even though they have a positive sign but have 

no significant effect, among others, because state spending is not yet efficient, 

corruption cases still exist and spending accumulation at the end of the year. In 

nominal terms, the value of government expenditure is also very small compared to 

Real GDP Per capita. Meanwhile, the quality of Indonesian workers who are 

relatively low in education and productivity is a problem that must be resolved. 

Therefore, the government needs to continue to improve budget management and 

continue to reform state finances and increase the Compulsory Education program 

to Higher Education to improve the quality of workforce education so that it can 

encourage an increase in Real GDP per capita. 

 

Keywords: Real GDP Per capita, government expenditure, state financial reform 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

I.1. Latar Belakang 

 

Pertumbuhan ekonomi merupakan topik penting yang menjadi perhatian 

seluruh negara karena digunakan sebagai salah satu indikator kemajuan 

negara. Pertumbuhan ekonomi berarti terjadi peningkatan kapasitas produksi 

sehingga negara mampu menyediakan barang publik untuk masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan sejauh mana aktivitas 

perekonomian berdampak pada peningkatan pendapatan riil masyarakat di 

suatu negara, menaikkan pendapatan masyarakat sehingga standar hidup 

masyarakat semakin baik dan kesejahteraan meningkat. Menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) Produk Domestik Bruto harga konstan (riil) dapat digunakan 

untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau 

setiap sektor dari tahun ke tahun selain menggunakan data pertumbuhan 

ekonomi negara secara langsung.  

Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat cukup fluktuatif. Tren 

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 1981-1991 sedikit menurun 

dibandingkan periode 1970-1980, dengan rata-rata pertumbuhan adalah 

5.64% per tahun. Rata-rata ini jauh lebih rendah dibandingkan era 1970-1980 

dimana perekonomian Indonesia mampu tumbuh hingga 9.88% di tahun 

1980.  Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan harga minyak dunia yang 

mencapai titik terdalam pada tahun 1985-1986. Penurunan harga minyak ini 

telah mengurangi anggaran pemerintah dan kemampuan pemerintah untuk 

mengejar kebijakan industrialisasi yang berorientasi ke dalam negeri 

(Bayhaqi, 2006). 
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Periode 1992-1996 adalah periode overheating economy bagi Indonesia 

setelah kebijakan deregulasi perbankan. Pertumbuhan ekonomi kembali 

tinggi dengan rata-rata 7.31% per tahun dengan pertumbuhan tertinggi di 

tahun 1995 yaitu 8.22%. Di tahun 1997, pertumbuhan ekonomi jauh menurun 

dari 7.82% di tahun 1996 menjadi 4,70 persen. Kondisi ini semakin menurun 

dan terpuruk di tahun 1998 dimana perekonomian Indonesia dihantam krisis 

ekonomi yang melanda hampir di seluruh dunia hingga perekonomian 

Indonesia mengalami kontraksi terdalam mencapai -13.13%.  

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 

Gambar 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1985-

2019 (%) 

 

Setelah mengalami keterpurukan, perlahan perekonomian Indonesia bangkit. 

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar 

dapat kembali tinggi seperti periode sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan 

ekonomi Indonesia pada periode 2001-2019 berada dikisaran 5.28% per 

tahun. 

PDB riil per kapita berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi 

per kapita penduduk di suatu negara. Meski tren pertumbuhan ekonomi 
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cenderung menurun, PDB riil perkapita Indonesia pada periode 1985-2019 

terus mengalami peningkatan.  

 

Sumber : World Bank 

Gambar 1.2 : PDB Riil Perkapita Indonesia Tahun 1985-2019 

(juta Rupiah) 

 

Pemerintah memainkan peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk intervensi 

pemerintah dalam perekonomian antara lain membangun infrastruktur, 

pemberian subsidi, dan stabilisasi harga (Bayhaqi, 2006). Sebagai salah satu 

indikator perekonomian, pemerintah Indonesia terus mengupayakan 

tercapaianya target pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Berbagai cara 

dilakukan, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan 

fiskal dengan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Sesuai teori ekonomi Keynes, belanja pemerintah dapat menstimulus 

perekonomian melalui peningkatan permintaan agregat (agregat demand) di 

masyarakat. Pengeluaran pemerintah adalah bentuk intervensi pemerintah 

yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi alokasi melalui koreksi 

kegagalan pasar, mendistribusikan sumber daya secara adil, mendorong 

pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas. Menurut aliran Keynesian, 

pengeluaran pemerintah dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini 
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menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong 

peningkatan permintaan berbagai barang dan jasa yang diproduksi dalam 

suatu perekonomian secara agregat sehingga dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi (Ambya, 2020). Olah karena itu, belanja pemerintah berperan 

penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi. 

Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah merupakan salah satu 

kebijakan yang sangat strategis diantara berbagai pilar kebijakan lainnya 

dalam mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional yang tertuang 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) termasuk target pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini karena melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah 

tersebut, pemerintah dapat secara langsung melakukan intervensi anggaran 

(direct budget intervention) untuk mencapai sasaran-sasaran program 

pembangunan yang ditetapkan pemerintah (Hadi et al., 2014). Dengan 

demikian, belanja pemerintah melalui APBN diharapkan menjadi salah satu 

pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Di Indonesia, besaran belanja pemerintah melalui APBN meningkat setiap 

tahunnya. Dalam kurun 1973 sampai 2019, secara nominal belanja 

pemerintah telah naik signifikan dari Rp1,07 triliun menjadi dikisaran 

Rp1.961 triliun.  Kenaikan terjadi pada seluruh komponen belanja, termasuk 

belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Pengeluaran rutin yang 

terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi 

dan belanja lainnya di tahun 1973 sebesar 577 miliar dan meningkat menjadi 

Rp1.342 triliun pada 2019. Jenis belanja modal juga mengalami kenaikan, 

namun tidak sebesar peningkatan pada belanja rutin, yaitu dari Rp287.7 

milyar menjadi Rp189.34 triliun. Hal ini menunjukkan pada periode ini 

peningkatan belanja yang bersifat operasional justru lebih tinggi 

dibandingkan kenaikan belanja produktif.  
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Sumber : Kementerian Keuangan 

 Gambar 1.3 : Total Belanja Pemerintah Indonesia Tahun 

1973-2019 (Miliar Rupiah) 

 

Data juga menunjukkan government expenditure sebagai salah satu 

komponen dalam perhitungan Produk Domestik Bruto trennya juga terus 

meningkat. Dengan menggunakan data dalam satuan harga konstan, dapat 

dibandingkan kenaikan konsumsi pemerintah dari tahun ke tahun. Konsumsi 

pemerintah perkapita di tahun 1985 hanya sebesar Rp1.250.040,00 dan terus 

meningkat hingga Rp.3.162.782,00 di tahun 2019. Konsumsi pemerintah ini 

memiliki porsi cukup besar dalam pembentukan PDB dan perekonomian 

secara keseluruhan. Dengan asumsi bahwa pengeluaran pemerintah 

seharusnya digunakan untuk penyediaan infrastruktur publik, menyediakan 

pendidikan, dan pengeluaran produktif lainnya, maka meningkatnya 

government expenditure diharapkan mampu menstimulus pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Teori pertumbuhan endogen juga menekankan perlunya 

pemerintah memberikan insentif dan subsidi bagi pelaku usaha di sektor 

swasta yang akan memotivasi sektor swasta untuk berinvestasi dalam 

penelitian dan pengembangan sehingga dapat mendorong inovasi. 
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Sumber : World Development Indicators 

 Gambar 1.4 : Konsumsi Pemerintah Perkapita Indonesia, 

1985-2019 (Rupiah). 

 

Dalam rangka mengoptimalkan peran belanja pemerintah dalam mengungkit 

pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus memperbaiki kinerja pengelolaan 

anggaran. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebiajkan 

ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk 

mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan 

anggaran yang semakin baik, target pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat 

tercapai.  Perbaikan dalam pengelolaan anggaran diantaranya dilakukan 

melalui reformasi tata kelola keuangan negara yang ditandai dengan 

diterbitkannya Paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang 

Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara.  

Sebelum diberlakukannya UU Nomor 17 tahun 2003, pelaksanaan 

pengelolaan keuangan negara masih menggunakan ketentuan perundang-

undangan yang disusun pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang 

berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 
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Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl.1925 

No.448. Ketentuan Peraturan warisan Belanda ini masih terdapat banyak 

kelemahan. Kelemahan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa 

bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang berakibat 

kurang optimalnya belanja pemerintah untuk mengungkit pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Dalam penjelasan UU No.17 tahun 2003 disebutkan 

bahwa disahkannya UU No.17 tahun 2003 merupakan upaya menghilangkan 

penyimpangan dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang 

berkesinambungan (suistainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah 

ditetapkan Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara 

universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Reformasi keuangan 

negara ini juga dapat dipandang sebagai perbaikan institusi yang pada 

akhirnya diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Meski belanja pemerintah terus meningkat signifikan dan terus diperbaiki 

pengelolaannya, data menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia 

pada kurun waktu 1985-2019 fluktuatif dan cenderung semakin menurun. 

Belanja pemerintah di Indonesia belum mampu memberikan daya ungkit 

yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Reformasi keuangan negara telah 

dimulai pada tahun 2003 dan perubahan fundamental telah dibuat guna 

menciptakan tata kelola keuangan yang baik sesuai standar insternasional, 

yaitu didasarkan pada prinsip good governance dan clean governance, namun 

di tataran implementasinya masih kurang optimal. Hal ini diantaranya 

tercermin dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2004 hingga 2009 adalah 

disclaimer (tidak menyatakan pendapat). Menurut BPK, LKPP pada periode 

tersebut tidak sesuai dengan standar transparansi dan akuntabilitas. Berbagai 

bentuk penyimpangan anggaran (korupsi) yang masih relatif banyak terjadi 

juga menjadikan anggaran tidak optimal untuk menciptakan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 

Peran belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang 

menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Dalam kasus Indonesia, belanja 
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pemerintah terus meningkat dari waktu ke waktu dan jelas dinyatakan bahwa 

salah satu fungsi anggaran adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. 

Kajian teoritis dan empiris juga masih membuka ruang diskusi yang luas 

mengingat teori dan data empiris juga menyimpulkan hasil yang berbeda-

beda dalam analisis pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan 

ekonomi di suatu negara. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi memperlihatkan hasil yang berbeda di berbagai 

penelitian karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu negara yang 

menjadi sampel, tingkat pembangunan di negara tersebut, variabel yang 

dimasukkan dalam model serta metodelogi yang digunakan. (Alqadi & 

Ismail, 2019). Reviu literatur terhadap kajian teoritis dan empiris oleh Nyasha 

& Odhiambo (2019) juga menunjukkan pengaruh belanja pemerintah 

terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan kesimpulan yang berbeda-

beda, ada yang positif, negatif, maupun netral. 

Belanja pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara 

diantaranya dibuktikan pada penelitian Mazurova & Kollar (2015). 

Penelitiannya menggunakan angka pengganda pengeluaran menyatakan 

belanja pemerintah menstimulus pertumbuhan ekonomi, bahkan saat terjadi 

krisis. Penelitian di Kosovo juga menunjukkan hasil serupa yaitu pengeluaran 

pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara 

tersebut (Pula & Elshani, 2018). 

Beberapa studi empiris lainnya menyimpulkan beberapa jenis belanja 

pemerintah justru berpengaruh negatif terhadap perekonomian. Studi yang 

dilakukan Devarajan et al., (1996) menunjukkan bahwa untuk 40 negara 

berkembang yang menjadi sampel, total belanja pemerintah berpengaruh 

postif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, 

belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan perkapita. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hasnul (2016) menunjukkan pengaruh 

belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif di 

Malaysia untuk data 1970-2014. R. J. Barro (1991) menggunakan data panel 

negara-negara di dunia menghasilkan kesimpulan bahwa persentase belanja 
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pemerintah terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto perkapita 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam 

analisis tersebut, belanja pemerintah dibagi dalam dua kategori, yaitu belanja 

produktif dan belanja tidak produktif. Analisis kualitatif yang dilakukan oleh  

D. J. Mitchell (2005) juga menunjukkan hubungan negatif antara belanja 

pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, diantaranya karena semakin tinggi 

belanja pemerintah justru akan menggusur peran investasi swasta dalam 

perekonomian. 

Perbaikan institusi juga memiliki peran penting untuk menjadikan 

pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap perekonomian negara. 

Di Indonesia, upaya perbaikan institusi terutama dalam perbaikan 

pengelolaan keuangan negara diantaranya dilakukan melalui reformasi 

keuangan negara. Sebuah penelitian di Nigeria menunjukkan dalam jangka 

pendek, tidak ada hubungan yang signifikan antara pengeluaran pemerintah 

dan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, salah satunya karena 

penyalahgunaan anggaran. (K.C et al., 2018). Kualitas kelembagaan yang 

baik memiliki dua efek utama, yaitu mendorong investasi keseluruhan yang 

lebih tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan 

membatasi kegiatan kelompok yang terlibat dalam perampasan sumber daya 

secara ilegal. Bukti empiris menunjukkan bahwa faktor kelembagaan (aturan 

hukum, kebebasan politik, dll) memainkan peran penting dalam kinerja 

ekonomi suatu negara. Sebaliknya, kualitas kelembagaan yang rendah 

mendukung perilaku mencari keuntungan dalam eksploitasi sumber daya 

alam, meningkatnya korupsi dan distorsi alokasi dana publik (Vedia-Jerez & 

Chasco, 2016).  

Selain masalah kelembagaan, korupsi dan kualitas pemerintahan yang buruk 

adalah dua faktor penting lainnya yang berkontribusi pada ketidakberlanjutan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia antara tahun 1962 dan 2004. Korupsi 

tidak hanya sangat meluas di era orde baru, tetapi juga di era reformasi setelah 

masa krisis. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa, di era reformasi, baik 

korupsi maupun kualitas buruk pemerintahan lebih dominan dibandingkan 
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periode-periode sebelumnya (McCarthy, 2005). Oleh karenanya reformasi 

keuangan negara sebagai salah satu upaya perwujudan good governance 

sangat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 

berkelanjutan.  

Selain melalui konsumsi pemerintah, intervensi pemerintah terhadap 

perekonomian juga dapat berupa investasi (public investment). Investasi 

pemerintah yang tercermin dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 

yang dilakukan pemerintah termasuk kedalam pengeluaran produktif yang 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur sebagai input 

produksi sektor swasta. Rata-rata persentase investasi pemerintah terhadap 

PDB Indonesia pada 1985-2019 adalah 3% per tahun. Angka ini relatif kecil 

dibandingkan dengan porsi investasi swasta. Beberapa penelitian menyatakan 

porsi investasi pemerintah yang cukup besar justru akan menghambat 

pertumbuhan ekonomi. Investigasi oleh Phetsavong & Ichihashi (2012) 

menemukan investasi pemerintah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi 

karena investasi yang dilakukan pemerintah justru mengurangi dampak 

positif dari Foreign Diect Investment (FDI) dan investasi swasta domestik. 

Selain menitikberatkan pengaruh belanja pemerintah terhadap perekonomian, 

Robert J. Barro (1990) juga menggunakan variabel investasi, baik investasi 

swasta maupun investasi pemerintah. Hasil penelitiannya menyimpulkan 

persentase investasi pemerintah terhadap PDB tidak signifikan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun pengaruhnya adalah positif. 

Selain belanja pemerintah baik melalui konsumsi maupun investasi, 

pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor lainnya. Teori 

pertumbuhan ekonomi endogen misalnya, menyatakan modal (kapital) dan 

tenaga kerja (labor) sebagai faktor produksi yang meningkatkan output 

perekonomian dan pertumbuhan ekonomi, selain juga perkembangan 

teknologi.  Dalam teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan Robert J. 

Barro (1990), modal/investasi menjadi faktor utama dalam pertumbuhan 

ekonomi bersama dengan belanja dan investasi pemerintah.  
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Modal merupakan input penting dalam pertumbuhan ekonomi. Peningkatan 

modal akan meningkatkan kapasitas produksi sehingga mendorong 

perekonomian tumbuh. Modal/investasi yang dimaksud merupakan 

modal/investasi dalam arti luas, baik modal fisik maupun human capital. 

Modal fisik dapat diproksi dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). 

PMTB terbentuk akibat dari adanya kegiatan investasi, dimana sebagian dari 

investasi dibelanjakan untuk membeli barang modal dan persediaan yang 

akan digunakan dalam kegiatan produksi atau proses produksi. Oleh karena 

itu, investasi merupakan suatu bagian penting dalam suatu perekonomian 

karena investasi mempunyai keterkaitan langsung terhadap kegiatan ekonomi 

pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan melakukan 

investasi berarti kapasitas produksi juga meningkat yang pada gilirannya akan 

meningkatkan output dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan 

masyarakat (BPS, 2019).  

Di Indonesia, share PMTB terhadap PDB di tahun 1985 sampai 2019 trennya 

meningkat. Di tahun 1985, porsi PMTB terhadap PDB Indonesia adalah 

23.27% dan naik menjadi 32.29% di tahun 2019 yang mengindikasikan 

peningkatan investasi fisik pada periode tersebut. 

 

 

Sumber : World Development Indicator 

Gambar 1.5 : Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, 

1985-2019 (%). 
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Penelitian empiris telah banyak dilakukan terkait pengaruh investasi/modal 

fisik terhadap pertumbuhan ekonomi. Wahyuni (2015) menggunakan variabel 

PMTB untuk memproksi investasi fisik dan menunjukkan PMTB 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-

negara Asia Pasifik. Studi Amri (2017) membuktikan PMTB yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pada lag 1 dan lag 2 dan 

hubungan antara PMTB dan GDP dapat terjadi dua arah. Santika & 

Qibthiyyah (2020) juga menyimpulkan peningkatan investasi (PMTB) akan 

meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PMTB) perkapita. 

Tenaga kerja (labor) sebagai input dalam produksi juga berperan besar dalam 

penciptaan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang 

yang berkelanjutan berasal dari peningkatan produktivitas pekerja. Melalui 

pekerja, teknologi sebagai penentu pertumbuhan ekonomi dalam jangka 

panjang, akan terserap. Indonesia memiliki keunggulan dalam hal supply 

tenaga kerja dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Seiring dengan 

jumlah penduduk yang meningkat, jumlah pekerja yang aktif dalam 

perekonomian juga meningkat dari tahun ke tahun. Data yang bersumber dari 

Penn World Table menujukkan, jumlah pekerja di Indonesia di tahun 1985 

berjumlah 28.5 juta orang dan terus meningkat hingga mencapai 131 juta 

orang di tahun 2019. Namun demikian, melimpahnya supply tenaga kerja 

ataupun jumlah pekerja yang aktif di perekonomian belum tentu optimal 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini karena produktivitas 

dan kualitas pekerja Indonesia belum cukup baik sehingga belum signifikan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan dengan negara lain di 

kawasan Asia Tenggara, produktivitas tenaga kerja yang diproksi dari Produk 

Domestik Bruto per pekerja, produktivitas pekerja Indonesia masih dibawah 

Malaysia dan Thailand. Selain itu, tingkat pendidikan pekerja Indonesia juga 

masih relatif rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 1986 lebih 

dari 80% pekerja adalah lulusan Sekolah Dasar dan pendidikan dibawahnya. 

Meskipun kondisi ini telah jauh lebih baik, jumlah pekerja lulusan SD atau 

dibawahnya masih mencapai 40% di tahun 2019. Melalui pengelolaan 

anggaran yang lebih terarah, sejak tahun 2009 pemerintah Indonesia telah 
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mewajibkan alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBN dan 

APBD. Ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan human capital 

sekaligus memperbaiki kualitas dan produktivitas pekerja di Indonesia, 

mengingat pentingnya produktivitas pekerja dalam menciptakan 

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

Studi empiris telah dilakukan untuk membuktikan pengaruh labor terhadap 

pertumbuhan ekonomi diantaranya Ambya (2021), Salihin (2020), dan 

Ahdini & Mandala (2020). Ketiga studi empiris tersebut menghasilkan 

kesimpulan bahwa jumlah pekerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

 

Sumber : World Development Indicator 

Gambar 1.6 : Produk Domestik Bruto/Pekerja di Indonesia dan 

Beberapa Negara Asia Tenggara, 1991-2019 (dalam 

Dolar, harga konstan 2017). 
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keuangan Negara. Dalam penjelasan UU No.17 Tahun 2003 disebutkan 

bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan 

ekonomi. Sebagai instrumen kebiajkan ekonomi, anggaran diantaranya 

berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, 

seharusnya pengelolaan keuangan negara akan semakin baik, transparan dan 

efisien setelah reformasi keuangan negara. Sistem pengelolaan dan Undang-

Undang keuangan negara semakin detil mengatur pengelolaan anggaran, 

sehingga diharapkan pengaruh belanja negara jauh lebih besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi setelah adanya reformasi keuangan negara. Berbagai 

perbaikan dalam sistem penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggung-

jawaban anggaran diharapkan mampu meningkatkan daya ungkit belanja 

negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun penelitian Suryanto & 

Kurniati (2019) menyatakan implementasi penganggaran berbasis kinerja 

sesuai amanat UU No.17 tahun 2003 masih jauh dari ekspektasi dan masih 

sebatas memuhi ketentuan. Penelitian ini juga akan memasukkan variabel lain 

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu invetasi modal fisik dan 

tenaga kerja.  

 

I.2. Rumusan Masalah 

 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai 

kesejahteraan dan kinerja pemerintah di bidang perekonomian. Pertumbuhan 

ekonomi merujuk pada peningkatan PDB riil yang berarti meningkatnya 

pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu komponen 

dalam pembentukan PDB seharusnya berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini terkait dengan peranan pemerintah untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi (promote growth).  

Secara nominal, jumlah pengeluaran pemerintah setiap tahun terus 

meningkat. Menurut Bappenas, realisasi belanja negara terus mengalami 

peningkatan dari hanya Rp1.294 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp2.269 

triliun pada tahun 2018. Namun pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu 
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tersebut justru menurun dari 6,16 persen di tahun 2011, menjadi 4,88 persen 

di tahun 2015, dan sedikit meningkat di tahun 2018 menjadi 5,17 persen. 

Sebelum tahun 2005, pengelolaan keuangan negara masih menggunakan 

ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan 

Hindia Belanda. Selama berlakunya peraturan perundangan tersebut, telah 

terjadi banyak penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara, salah 

satunya karena laporan keuangan bersifat umum dan tidak terperinci yang 

memberi celah bagi penyelewengan. Kinerja Kementerian/Lembaga Negara 

dinilai dari keberhasilannya mengumpulkan dan membelanjakan 

penerimaan atau pengeluaran sesuai anggaran. Akibat laporan yang tidak 

terperinci dan penilaian kinerja yang sangat minim ini, praktik korupsi 

merajalela dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan 

tingkat korupsi tinggi di dunia pada tahun 2019 yaitu peringkat 85 dari 180 

negara.  

Berbagai permasalahan yang muncul terkait tata kelola keuangan negara 

mendorong pemerintah melakukan reformasi keuangan negara. Langkah 

nyata yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan paket 

perundang-undangan di bidang Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 tahun 

2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, serta UU No.15 tahun 2015 tentang Pemeriksaaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  Namun demikian, 

melihat data pertumbuhan ekonomi dalam 15 tahun setelah reformasi 

tersebut, belanja pemerintah yang terus meningkat belum mampu 

mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Selain belanja pemerintah, terdapat beberapa faktor lain yang juga 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Investasi, baik dari 

sektor swasta maupun pemerintah, serta tenaga kerja merupakan input 

penting dalam perekonomian. Data untuk Indonesia, investasi modal fisik 

yang diukur melalui PMTB terus meningkat dari tahun ke tahun.  

Meningkatnya PMTB diharapkan dapat meningkatkan produksi nasional 

mengingat PMTB seperti pembangunan pabrik dan jalan, akan 
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meningkatkan daya saing dan menjadi input dalam produksi. Dukungan 

pemerintah dalam hal investasi fisik yang dilakukan pemerintah juga masih 

relatif rendah, yaitu hanya dikisaran 3% per tahun.  

Begitu juga dengan jumlah pekerja yang terlibat dalam perekonomian. 

Peningkatan yang signifikan pada input tersebut seharusnya mampu 

mengungkit pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh semakin tinggi. Namun 

demikian, rendahnya kualitas pekerja Indonesia terutama terkait 

produktivitas dan pendidikan yang belum cukup mampu bersaing dengan 

negara lain di kawasan Asia Tenggara menjadi permasalahan tersendiri. 

Permasalahan lain yang juga tak kalah penting adalah jumlah lapangan 

pekerjaan yang peningkatannya tidak signifikan setiap tahunnya sehingga 

jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam perekonomian juga tidak terlalu 

banyak. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ataupun PDRB riil 

perkapita Indonesia, dibutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya besar secara 

jumlahnya, namun juga baik kualitasnya.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka 

pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah belanja pemerintah berpengaruh terhadap PDB riil perkapita 

Indonesia? 

2. Apakah PMTB berpengaruh terhadap PDB riil perkapita Indonesia? 

3. Apakah investasi pemerintah berpengaruh terhadap PDB riil perkapita 

Indonesia? 

4. Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap PDB riil perkapita 

Indonesia? 

5. Apakah reformasi keuangan negara berpengaruh terhadap PDB riil 

perkapita Indonesia? 

6. Apakah belanja pemerintah, investasi pemerintah, investasi modal 

fisik, tenaga kerja, dan reformasi keuangan negara secara bersama-

sama berpengaruh terhadap PDB riil perkapita Indonesia? 
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I.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap PDB riil perkapita 

Indonesia.  

2. Menganalisis pengaruh investasi modal fisik terhadap PDB riil 

perkapita Indonesia. 

3. Menganalisis pengaruh investasi pemerintah terhadap PDB riil 

perkapita Indonesia. 

4. Menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap PDB riil perkapita 

Indonesia. 

5. Membandingkan PDB riil perkapita Indonesia sebelum dan sesudah 

reformasi keuangan negara. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh reformasi keuangan negara terhadap PDB riil perkapita 

Indonesia. 

6. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah, investasi pemerintah, 

investasi modal fisik, tenaga kerja dan reformasi keuangan negara 

secara bersama-sama terhadap PDB riil perkapita Indonesia. 

 

I.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis bagi pemerintah 

dalam meningkatkan PDB riil perkapita, dengan cara meningkatkan 

kinerja beberapa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap PDB riil 

perkapita. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi 

pemerintah dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara dan 

mendorong peningkatan PDB riil perkapita. 
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I.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Secara umum bab 

ini menggambarkan keseluruhan bab yang akan dibahas dalam penelitian dan 

kemudian akan dirinci pada bab-bab selanjutnya. 

Bab II Tinjauan Literatur 

Bab ini berisi tinjauan literatur mengenai teori dan konsep yang memperkuat 

penelitian. Konsep yang dibahas diantaranya adalah teori pertumbuhan 

ekonomi, teori belanja pemerintah, dan Reformasi Keuangan Negara. Selain 

itu, bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB riil 

perkapita. Pada bagian ini juga dijelaskan kerangka pemikiran penelitian dan 

hipotesis penelitian. 

Bab III Metodologi 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai data dan metode yang digunakan 

dalam pengolahan data agar didapatkan interpretasi dan kesimpulan. Dalam 

bab ini definisi operasional variabel dijabarkan. Selain itu, spesifikasi model 

yang dipakai juga dijelaskan beserta berbagai uji ekonometrik untuk 

menghasilkan pendugaan yang paling baik. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisikan analisis penelitian yang dilakukan dan juga akan dijelaskan 

bagaimana temuan yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut. Bagian 

akhir dari bab ini berupa interpretasi dari hasil pengolahan data yang telah 

digunakan serta pembuktian hipotesis awal yang diajukan. 

Bab V Simpulan dan Saran 

Bab ini berisikan dua sub-bab yaitu simpulan dan saran. Simpulan hasil 

penelitian menjawab tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang telah 
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dilakukan. Sub bab saran berisi saran-saran  yang terkait dengan penelitian 

ini sehigga diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya. 

 



 
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN LITERATUR 

 

 

 

II.1. Tinjauan Pustaka 

II.1.1 Teori Keynes: Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian 

Pada tahun 1930, John Maynard Keynes, perintis ilmu makroekonomi, 

menulis buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, 

and Money. Melalui buku ini, Keynes mengeluarkan gagasan tentang 

perlunya kebijakan intervensi pemerintah. Gagasan ini dilatarbelakangi 

oleh peristiwa Great Drepession yang membuat perekonomian lesu dan 

pengangguran tinggi. Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi 

yang menantang gagasan ekonomi neoklasik bahwa pasar bebas, dalam 

jangka pendek hingga menengah, akan mengisi seluruh lapangan 

pekerjaan asalkan tuntutan upah pekerja tetap fleksibel. Ia berpendapat 

bahwa permintaan agregat menentukan tingkat aktivitas ekonomi dan 

kurangnya permintaan agregat akan memicu pengangguran tingkat tinggi 

yang bertahan lama. 

Prinsip utama dari pemikiran Keynes adalah bahwa intervensi pemerintah 

dapat menstabilkan ekonomi. Menurut ekonomi Keynesian, campur 

tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan siklus ekonomi. Keynes 

mendukung penerapan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah 

dampak buruk resesi dan depresi ekonomi. Keynes menyatakan bahwa 

cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi adalah 

dengan melibatkan pemerintah terutama untuk mendorong kembali posisi 

permintaan dan penawaran di pasar melalui kebijakan belanja dan 

investasi. Selain itu, pemerintah juga harus mengambil peranan dalam 

penyediaan barang yang tidak diminati oleh sektor swasta 
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Permintaan agregat adalah kekuatan pendorong yang paling penting dalam 

suatu perekonomian. Keynes berpendapat bahwa permintaan agregat yang 

tidak memadai dapat menyebabkan pengangguran tinggi yang 

berkepanjangan. Perekonomian barang dan jasa (Y) adalah jumlah dari 

empat komponen, yaitu konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah 

(G), dan ekspor neto (NX). Setiap peningkatan permintaan harus berasal 

dari salah satu dari empat komponen ini. Tetapi selama resesi, kekuatan 

yang kuat sering kali mengurangi permintaan seiring dengan pengeluaran 

yang turun. Misalnya, selama krisis ekonomi ketidakpastian sering 

mengikis kepercayaan konsumen, menyebabkan mereka mengurangi 

pengeluaran mereka. Pengurangan pengeluaran konsumen ini menjadikan 

pengeluaran investasi yang lebih sedikit oleh sektor bisnis, karena 

perusahaan merespon melemahnya permintaan untuk produk mereka. 

Disinilah peran pemerintah menjadi penting. Menurut ekonomi 

Keynesian, intervensi pemerintah diperlukan untuk memoderasi siklus 

bisnis dalam perekonomian (Jahan et al., 2014).  

Sebagaimana disebutkan dalam Jahan et al., (2014), terdapat tiga prinsip 

utama Keynesian untuk menjelaskan bagaimana perekonomian bekerja, 

yaitu: 

1. Permintaan agregat dipengaruhi oleh banyak keputusan ekonomi, baik 

oleh publik/pemerintah maupun sektor swasta. Keputusan sektor 

swasta terkadang dapat merugikan kondisi makroekonomi, seperti 

turunnya belanja konsumen selama resesi. Kegagalan pasar ini 

terkadang memerlukan kebijakan aktif dari pemerintah, seperti paket 

stimulus fiskal. Oleh karena itu, ekonomi Keynesian mendukung 

ekonomi campuran dipandu terutama oleh sektor swasta tetapi 

sebagian juga dioperasikan oleh pemerintah. 

2. Harga dan upah bersifat kaku, lambat merepon perubahan suply dan 

demand di pasar, mengakibatkan sering terjadi surplus dan shortage 

tenaga kerja. 

3. Perubahan permintaan agregat, baik yang diantisipasi ataupun yang tak 

terduga, memiliki efek jangka pendek terbesar pada output riil dan 
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kesempatan kerja, bukan pada harga. Keynesian percaya bahwa, 

karena harga bersifat kaku, fluktuasi dalam komponen pengeluara baik 

melalui konsumsi, investasi, atau pengeluaran pemerintah akan 

menyebabkan output berubah. Jika pengeluaran pemerintah 

meningkat, misalnya, dan semua komponen pengeluaran lainnya tetap 

konstan, maka output akan meningkat. 

Model kegiatan ekonomi Keynesian juga mencakup efek pengganda yaitu 

output berubah oleh beberapa kelipatan dari kenaikan atau penurunan 

pengeluaran yang menyebabkan perubahan. Jika pengganda lebih besar 

dari satu, maka satu dolar peningkatan pengeluaran pemerintah akan 

mengakibatkan peningkatan dalam output lebih besar dari satu dolar. 

 

 

II.1.2 Teori Pertumbuhan Endogen 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk 

nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian 

dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. 

Definisi pertumbuhan ekonomi lainnya adalah bahwa pertumbuhan 

ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi 

menggambarkan kenaikan taraf hidup yang diukur dengan output riil per 

orang. 

Todaro (2006) menyatakan “economic growth is the steady process by 

which the productive capacity of the economy is increased over time to 

bring about rising levels of national output and income”. Teori 

pertumbuhan endogen menjelaskan pertumbuhan jangka panjang yang 

berasal dari kegiatan ekonomi yang menciptakan pengetahuan/teknologi 

baru. Pertumbuhan endogen adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang 

pada tingkat yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang ada di dalam 

ekonomi, khususnya kekuatan-kekuatan itu mengatur peluang dan insentif 

untuk menciptakan pengetahuan teknologi. Model pertumbuhan endogen 

mengasumsikan constant return to scale.  Dalam jangka panjang laju 
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pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan pertumbuhan tingkat output 

per orang, tergantung pada tingkat pertumbuhan total produktivitas (TFP), 

yang ditentukan pada tingkat kemajuan teknologi (Bénassy, 2015). 

Terdapat bebrapa model pertumbuhan ekonomi endogen diantaranya: 

1. AK Model 

Versi pertama dari teori pertumbuhan endogen adalah teori AK, yang 

tidak membedakan secara eksplisit antara akumulasi modal dan 

kemajuan teknologi. Model ini menyatukan modal fisik dan modal 

manusia (human capital) yang akumulasinya dipelajari oleh teori 

neoklasik dengan modal intelektual yang terakumulasi ketika inovasi 

terjadi. Versi awal teori AK dibuat oleh Frankel (1962), yang 

berpendapat bahwa fungsi produksi agregat dapat menunjukkan produk 

modal marjinal yang konstan atau bahkan meningkat. Ini karena ketika 

perusahaan mengakumulasi lebih banyak modal, sebagian dari 

peningkatan modal itu akan menjadi modal intelektual yang 

menciptakan kemajuan teknologi, dan kemajuan teknologi ini akan 

mengimbangi kecenderungan produk marjinal modal untuk berkurang. 

Dalam kasus khusus di mana produk modal marjinal konstan, output 

agregat Yi sebanding dengan persediaan modal agregat K: 

Y = AK 

Menurut teori AK, tingkat pertumbuhan jangka panjang suatu 

perekonomian bergantung pada tingkat tabungannya. Misalnya, jika 

bagian tetap s dari output disimpan dan ada tingkat depresiasi d yang 

tetap, tingkat investasi bersih agregat adalah: 

𝑑𝐾

𝑑𝑡
= sY − δK 

Tingkat pertumbuhan menjadi: 

g = 
1

𝑌
 
𝑑𝑌

𝑑𝑡
 =  

1

𝐾
 
𝑑𝐾

𝑑𝑡
 = sA - δ 

Oleh karena itu peningkatan tingkat tabungan s akan menyebabkan 

tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi secara permanen. 
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2. Romer Model 

Romer (1986) menghasilkan analisis serupa dengan struktur produksi 

yang lebih umum, dengan asumsi bahwa penghematan dihasilkan oleh 

maksimisasi utilitas antarwaktu alih-alih tingkat tabungan tetap. Lucas 

(1988) juga menghasilkan analisis serupa yang berfokus pada modal 

manusia (human capital) daripada modal fisik; mengikuti Uzawa 

(1965) ia secara eksplisit berasumsi bahwa modal manusia dan 

pengetahuan teknologi adalah sama. 

3. Arrow Model 

KJ Arrow (1962) berpandangan bahwa tingkat koefisien "belajar" 

adalah fungsi dari investasi kumulatif (yaitu investasi bruto masa lalu). 

Arrow berusaha mengaitkan fungsi pembelajaran bukan dengan laju 

pertumbuhan investasi, melainkan dengan tingkat pengetahuan absolut 

yang telah terakumulasi. Karena Arrow mengklaim bahwa mesin baru 

ditingkatkan dan versi yang lebih produktif dari yang ada, investasi 

tidak hanya mendorong pertumbuhan produktivitas tenaga kerja pada 

modal yang ada, tetapi juga akan meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja pada semua mesin berikutnya dalam perekonomian. 

Dengan konsep bahwa perusahaan menghadapi pengembalian konstan, 

industri atau ekonomi secara keseluruhan memperhitungkan 

pengembalian yang meningkat (incerasing return to scale). Dengan 

menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas: 

Y = AKaL1-a, 

ada skala hasil konstan untuk semua input bersama-sama (karena a + 

(1-a) = 1). Oleh karena itu, seperti dicatat dalam model Solow, mungkin 

tampak seolah-olah output per modal dan konsumsi per kapita tidak 

tumbuh kecuali faktor eksogen, A, juga tumbuh. Output dari suatu 

perusahaan individu tergantung dengan modal, tenaga kerja serta 

"pertambahan" tenaga kerja oleh Ai. Arrow (1962) berasumsi bahwa 

Ai, faktor augmentasi teknis, mungkin terlihat khusus untuk 

perusahaan, tetapi sebenarnya terkait dengan "pengetahuan" total dalam 
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perekonomian. Pengetahuan dan pengalaman ini, menurut Arrow, 

adalah umum bagi semua perusahaan: barang publik dan bebas (yaitu 

konsumsi non-kompetitif). 

Arrow berpendapat bahwa pengetahuan muncul dari investasi 

kumulatif masa lalu dari semua perusahaan. Jadi, Arrow berasumsi 

bahwa faktor peningkatan teknis terkait dengan modal agregat ekonomi 

secara keseluruhan dalam proses "belajar sambil melakukan (learning 

by doing)".  Fungsi produksi agregat dalam perekonomian adalah: 

Y = Ka + zL1-a 

Arrow mengasumsikan bahwa a + z <1. Oleh karena itu, jika suatu 

perekonomian hanya meningkatkan modal (atau hanya tenaga kerja) 

tidak mengarah pada peningkatan output. Perekonomian dapat 

memperoleh skala hasil yang meningkat sebagai a + z + (1-a)="z"> 0, 

tetapi modal dan tenaga kerja keduanya harus bertambah. Namun, 

dengan menambahkan batasan ini, model asli Arrow menunjukkan 

skala pengembalian yang tidak meningkat secara agregat jika tingkat 

pertumbuhan ekonomi stabil. 

 

 

II.1.3 Teori Pertumbuhan Endogen dengan Belanja Pemerintah 

Robert J. Barro (1990) mengembangkan model pertumbuhan endogen 

dengan memasukkan peran pemerintah. Model pertumbuhan yang 

dibentuk Barro dimulai dengan model pertumbuhan endogen yang 

dibangun diatas asumsi pengembalian konstan atas konsep modal yang 

luas. Rumah tangga dalam perekonomian tertutup berusahaa untuk 

memaksimalkan utilitas keseluruhan seperti berikut: 

U = ∫ 𝒖(𝒄)𝒆−𝝆𝒕𝒅𝒕
~

𝟎
 

Dimana c adalah konsumsi per orang dan 𝜌>0 adalah kontan pada tingkat 

waktu yang dipiilih. Populasi sesuai dengan jumlah pekerja dan konsumen 

adalah konstan. Lalu menggunakan fungsi utilitas: 

𝒖(𝒄) =
𝒄𝟏−𝝈 − 𝟏

𝟏 − 𝛔
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Dimana 𝜎 >0 sehingga utilitas marjinal memiliki elastisitas konstan – 𝜎. 

Setiap rumah tangga dan produsen memiliki akses ke fungsi produksi: 

y = f(k) 

 

dimana y adalah output per pekerja dan k adalah modal per pekerja. Setiap 

orang bekerja dalam jumlah waktu tertentu; artinya tidak ada pilihan waktu 

luang. Seperti diketahui, rumah tangga memaksimalkan utilitas 

keseluruhan dalam persamaan (1) menyiratkan bahwa tingkat 

pertumbuhan konsumsi pada setiap titik waktu diberikan oleh: 

𝒄

𝒄
 = 

𝟏

𝝈
. (𝒇′ −  𝝆) 

Dimana f’ adalah produk marjinal modal. Barro mengikuti model Robelo 

yang mengasumsikan pengembalian konstan pada semua jenis modal, 

sehingga: 

Y =Ak 

dimana A>0 adalah produk marjinal netto konstan dari modal.  

Pengembalian konstan menjadi lebih masuk akal ketika modal dilihat 

secara luas yang mencakup modal manusia (human capital) dan modal 

non-manusia/modal fisik. Investasi dalam human capital mencakup 

pendidikan, pelatihan dan biaya untuk memiliki dan membesarkan anak.  

Modal manusia dan modal non-manusia tidak perlu menjadi pengganti 

yang sempurna (perfect substitution) dalam produksi. Oleh karena itu 

produksi mungkin menunjukkan hasil yang kurang lebih konstan dalam 

dua jenis modal secara bersama-sama, tetapi hasil yang berkurang pada 

dua jenis modal secara terpisah.  

Barro kemudian memperluas model pertumbuhan ekonomi endogen untuk 

memasukkan peran belanja pemerintah. Peran pemerintah adalah sebagai 

input bagi produksi sektor swasta. Ini adalah peran produktif yang 

menciptakan linkage positif antara pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. 

Misalkan g adalah jumlah barang yang disediakan pemerintah untuk 

rumah tangga dan produsen. Diasumsikan bahwa fungsi produksi adalah 
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constant return to scale dalam k (capital) dan g (barang publik yang 

disediakan pemerintah), namun secara terpisah k, mengalami diminishing 

return. Barro mengasumsikan fungsi produksi Cobb Douglass sebagai 

berikut: 

Y = f(k,g) = Ak1-αgα 

Dimana 0<a<1. Pada persamaan tersebut, k merepresentasikan jumlah 

kapital yang dimiliki produsen yang akan merespon jumlah mdal agregat 

per kapita. Asumsi selanjutnya adalah g dapat diukur sesuai dengan jumlah 

perkapita dari pembelian barang dan jasa pemerintah. Secara konseptual, 

diasumsikan pemerintah tidak melakukan produksi dan tidak memiliki 

modal. Kemudian pemerintah hanya membeli aliran output (termasuk 

layanan jalan raya, selokan, kapal perang, dll.) dari sektor swasta dan 

kemudian disediakan pemerintah untuk rumah tangga, sesuai dengan input 

yang penting untuk produksi swasta dalam persamaan diatas. Selama 

pemerintah dan swasta memiliki fungsi produksi yang sama, hasilnya akan 

sama jika pemerintah membeli input swasta dan melakukan produksi 

sendiri, bukan hanya membeli hasil akhir dari sektor swasta.  

 

 

II.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintah 

II.1.4.1 Model Musgrave 

Model Musgrave dikembangkan berdasarkan teori pembangunan ekonomi 

Rostow yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap 

awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap 

total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan 

prasarana seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Pada tahap 

menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, 

namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. 

Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah karena peranan 

swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar (market 

failure) dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan lebih 
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banyak barang dan jasa. Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi 

menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor yang makin kompleks. 

Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan 

teknologi akan menimbulkan pencemaran atau polusi. Pemerintah harus 

turun tangan mengatur dan mengurangi dampak dari polusi. Pemerintah 

juga harus melindungi buruh dalam meningkatkan kesejahteraannya. 

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi 

swasta dalam presentase terhadap PDB semakin besar dan presentase 

investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat 

ekonomi lebih lanjut, diperlukan aktivitas pemerintah dalam 

pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-

pengeluaran untuk aktivitas seperti program kesejahteraan hari tua dan 

pelayanan kesehatan masyarakat. 

 

 

II.1.4.2 Hukum Wagner 

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan presentase 

pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap PDB. Wagner 

mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila 

pendapatan per kapita meningkat maka secara pengeluaran pemerintah 

pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan “The Law of 

Expanding State Expenditure”. Hukum tersebut adalah pengamatan 

empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang).  

Wagner menjelaskan bahwa peranan pemerintah 

menjadi    semakin   besar   karena    pemerintah harus mengatur hubungan 

yang timbul dalam masyarakat. Kelemahan hukum Wagner adalah hukum 

tersebut tidak      didasarkan      pada    suatu teori mengenai pemilihan 

barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu 

teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (organic theory of 

the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas 

bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner 

diformulasikan sebagai berikut: 
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1
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PkPP    :    pengeluaran pemerintah per kapita 

PPK    :    pendapatan per kapita 

1,2,…,n    :   jangka waktu (tahun) 

 

  

Sumber : Alfirman dan Sutiono (2005) 

Gambar 2.1 : Hukum Wagner 

 

 

II.1.4.3 Teori Peacock dan Wiseman 

Peacock dan Wiseman mengemukakan teori mengenai perkembangan 

pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu 

pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar 

pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang 

semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin 

besar tersebut. Peacock dan Wiseman mengasumsikan bahwa masyarakat 

mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana 

masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan 
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oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi 

masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk 

membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat 

kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini   merupakan 

kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara 

semena-mena.  

Inti teori Peacock dan Wiseman adalah pertumbuhan ekonomi (PDB) 

menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tingkat 

pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan 

pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.  Oleh karena itu, dalam 

keadaan normal, meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan 

pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran 

pemerintah menjadi semakin besar.  Apabila keadaan normal tersebut 

terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus 

memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu 

penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat dan pemerintah 

meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan pajak 

sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi berkurang. Keadaan 

ini disebut efek pengalihan (displacement effect) yaitu adanya gangguan 

yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. 

Pengeluaran pemerintah meningkat karena PDB yang mulai meningkat, 

pengembalian pinjaman dan aktivitas baru setelah perang. Ini yang 

disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan juga akan 

menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah 

dimana kegiatan ekonomi tersebut semula dilaksanakan untuk swasta.  Ini 

disebut efek konsentrasi (concentration effect). Adanya ketiga efek 

tersebut menyebabkan aktivitas pemerintah bertambah. Setelah perang 

selesai dan keadaan kembali normal maka tingkat pajak akan turun 

kembali. 
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II.1.5 Reformasi Keuangan Negara: Paket Undang-Undang keuangan 

Negara 

II.1.8.1 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

Selama ini pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara masih 

menggunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa 

Hindia Belanda, a lain Indische Comptabiliteitswet (ICW) Stbl. 1925 

Nomor 448, Indische Bedrijenwet (IBW) Stbl. 1927 Nomor 419 jo. Stbl. 

1936 Nomor 445 dan Reglement voor het administratief (RAB) Stbl. 1933 

Nomor 381. Termasuk juga dalam pelaksanaan pemeriksaan 

pertanggungjawaban keuangan Negara digunakan Instructie en verdure 

bepalingen vor the algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 Nomor 320. 

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 adalah tonggak sejarah penting 

yang mengawali reformasi keuangan Negara kita menuju pengelolaan 

keuangan yang efisien dan modern. Beberapa hal penting yang diatur 

dalam undang-undang ini, anatar lain: 

1. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara 

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan 

pemerintahan. Kekuasaan tersebut: 

 Dikuasakan kepada menteri keuangan, selaku pengelola fiskal dan 

wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang 

dipisahkan 

 Dikuasakan kepada menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna 

anggaran atau pengguna barang kementerian Negara/ lembaga 

yang dipimpinnya 

 Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala 

pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan 

mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah 

yang dipisahkan 

 Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang a lain 

mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-

undang 
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2. Penyusunan dan penetapan APBN 

Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud 

pengelolaan keuangan Negara yang ditetapkan tiap tahun dengan 

umdang-undang. APBN harus sesuai dengan kenutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan Negara dan kemampuan dalam 

menghimpun pendapatan Negara. Maka, hal penting yang ditekankan 

dalam undang-undang ini penyusunan RAPBN harus berpedoman 

kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan 

tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan 

deficit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup deficit 

tersebut dalam undang-undang tentang APBN. Dalam hal anggaran 

diperkirakan surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana 

penggunaan surplus anggaran kepada DPR. Undang-undang ini juga 

menjabarkan tahapan penting dalam penyusunan APBN. 

 

3. Penyusunan dan penetapan APBD 

Seperti halnya APBN, undang-undang ini juga menjabarkan tahapan 

penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD).  

4. Hubungan Keuangan a Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, 

Pemerintah Daerah, serta pemerintah atau lembaga asing. 

5. Hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, 

perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana 

masyarakat. 

6. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD 

Presiden dan para kepala daerah mempunyai kewajiban untuk 

menyanpaikan laporan pertanggunjawaban pelaksanaan 

APBN/APBD kepada DPR berupa: 

1. Laporan realisasi anggaran 

2. Neraca 

3. Laporan arus kas 

4. Catatan atas laporan keuangan 
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II.1.8.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara 

Penyelenggaraan pemerintahan Negara untuk mewujudkan tujuan 

bernegara menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang perlu dikelola 

dalam suatu 33 pengelolaan keuangan Negara. Pengelolaan keuangan 

Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 harus dilaksanakan 

secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam APBN dan APBD. Sebelum 

adanya Undang–undang ini, perbendaharaan Negara masih menggunakan 

undang-undang perbendaharaan Indonesia buatan Belanda. Undang-

undang perbendaharaan Negara Indonesia ini tidak dapat lagi memenuhi 

kebutuhan pengelolaan keuangan Negara yang sesuai dengan tuntutan 

perkembangan demokrasi, ekonomi dan teknologi.  

Yang dimaksud dengan perbendaharaan Negara dalam undang –undang 

ini adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, 

termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam 

APBN dan APBD. Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam undang-

undang ini diatur mengenai: 

 Ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan Negara 

 Kewenangan pejabat perbendaharaan Negara 

 Pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara/daerah 

 Pengelolaan uang Negara /daerah 

 Pengelolaan utang dan piutang Negara/daerah 

 Pengelolaan investasi dan barang milik Negara/daerah 

 Penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD 

 Pengendalian internal pemerintah 

 Penyelesaian kerugian Negara/daerah 
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II.1.8.3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan   dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, perlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu 

badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 34, sampai saat ini, BPK masih 

berpedoman kepada Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene 

Rekenkamer atau IAR (Staatsblad 1898 Nomor 9 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320).  

Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam Undang-

undang ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan sebagai berikut:  

1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa;  

2. Lingkup pemeriksaan;  

3. Standar pemeriksaan;  

4. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan; 

5. Akses pemeriksa terhadap informasi;  

6. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern, hasil 

pemeriksaan dan tindak lanjut;  

7. Pengenaan ganti kerugian; 

8.  Sanksi pidana  

 

 

II.1.6 Format Baru Belanja Negara 

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan tonggak 

reformasi sektor keuangan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya 

perubahan yang cukup mendasar dalam format belanja negara. UU No. 17 

tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11 ayat (5) menyatakan bahwa 
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belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. 

Sedangkan, Pasal 15 ayat (5) menyatakan bahwa APBN yang disetujui oleh 

DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan 

jenis belanja. Dalam penjelasannya, klasifikasi jenis belanja negara tersebut 

tidak lagi membedakan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran 

pembangunan. 

Undang- Undang Keuangan Negara menjabarkan aturan pokok yang telah 

ditetapkan dalam UUD 1945 kedalam asas-asas umum yang meliputi baik 

asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan Negara  

seperti asas tahunan , asas universalitas, asas kesatuan dan asas spesialitas, 

maupun asasa- asas baru yang mendukung pencapaian good governance dan 

clean government dalam pengelolaan keuangan Negara antara lain, asas 

akuntabilitas, yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, 

transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan oleh 

badan yang independen.  

Sementara itu, dibidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, 

pemerintah akan menyajikan laporan yang lebih lengkap dan akurat dalam 

waktu yang relatif singkat. Laporan keuangan tersebut meliputi pelaporan 

realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, yang disusun dan disajikan 

berdasarkan akuntansi pemerintah. Sehubungan dengan itu, pemerintah 

telah menyiapkan standar akuntansi pemerintahan dengan mengacu pada 

International Public Sector Accounting Standard (IPSAS). Selain itu, untuk 

menjamin pengelolaan keuangan Negara secara transparan dan bertanggung 

jawab, berdasarkan UU Pemeriksaan dan pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk 

melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara 

dan pertanggungjawaban keuangan Negara.  
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Tabel 2.1  Perbandingan Format Belanja Sesudah UU No. 17 Tahun 2003 

 

Sumber : Modul Dirjen Anggaran Departemen Keuangan 

 

II.1.7 Klasifikasi berdasarkan Organisasi  

Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi disusun berdasarkan susunan 

kementerian negara/lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

FORMAT LAMA 

• Klasifikasi Jenis Belanja 

– Dual Budgeting 

– Belanja pusat terdiri 

dari 6 jenis belanja 

• Klasifikasi Organisasi 

– terdiri atas 53 

Departemen/ Lembaga 

• Klasifikasi Sektor  

– terdiri atas 20 sektor 

dan 50 subsektor 

– Program merupakan 

rincian dari sektor 

pada pengeluaran rutin 

dan pembangunan 

– Nama-nama program 

antara pengeluaran 

rutin dan pengeluaran 

pembangunan agak 

berbeda 

• Dasar Alokasi 

– Alokasi anggaran 

berdasarkan sektor, 

subsektor dan program 

 

FORMAT BARU 

• Klasifikasi Jenis Belanja 

– Unified Budgeting 

– Belanja pusat terdiri dari 

8 jenis belanja 

• Klasifikasi Organisasi 

– terdiri atas 73 K/L 

(bagian anggaran) 

• Klasifikasi Fungsi 

– terdiri atas 11 fungsi dan 

79 subfungsi 

– Program pada masing 

Kementerian/lembaga 

digunakan sebagai dasar 

kompilasi klasifikasi 

fungsi 

– Nama-nama program 

telah disesuaikan dengan 

unified budget 

 

• Dasar Alokasi 

– Alokasi anggaran 

berdasarkan program 

kementerian/ lembaga 
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Anggaran. Klasifikasi ini tidak bersifat permanen dan akan disesuaikan  

dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintah pusat yang ada. 

Klasifikasi menurut organisasi ini terinci di dalam Bagian Anggaran, Eselon 

I dan Satuan Kerja. 

 

II.1.8 Tiga Pilar Penganggaran 

UU No. 17 Tahun 2003 juga menyebutkan adanya tiga pilar penganggaran 

belanja negara, yaitu (1) penganggaran terpadu (Unified Budget), (2) 

penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting), dan (3) 

penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium 

Term Expenditure Framework). 

 

Tabel 2.2 Sistem Penganggaran Sebelum dan Sesudah Berlakunya  

UU Nomor 17 tahun 2003 

Sebelum Sesudah 

Expenditure control oriented Focuses on result 

Rigid More flexible 

Allocation based is not clear Evaluability 

Ambiguity on distinction between capital and 

revenue expenditure 

Easier decision making 

Shorter perspective Has a long perspective 

 Sumber: Nota Keuangan dan APBN, 2005 

 

II.1.8.1 Penganggaran Terpadu (Unified Budget) 

Penganggaran terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang 

dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna 

melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip 

pencapaian efisiensi alokasi dana. Hal ini sangat penting untuk 

memastikan bahwa investasi dan biaya operasional yang berulang 

(recurrent) dipertimbangkan secara simultan. Dengan demikian, dualisme 

perencanaan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan di masa 
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lampau yang menimbulkan peluang duplikasi, penumpukan, dan 

penyimpangan anggaran tidak akan terjadi lagi.  

Perencanaan belanja rutin dan belanja modal dilakukan secara terpadu 

dalam rangka mewujudkan prestasi kerja kementerian/lembaga yang dapat 

memuaskan masyarakat. Lima komponen pokok pendekatan anggaran 

terpadu dalam RKA-KL adalah sebagai berikut: 

a. Satuan Kerja (Satker) 

 Penetapan Satker sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk 

melaksanakan semua kegiatan yang ditetapkan menteri/pimpinan 

lembaga. 

b. Kegiatan 

 Setiap Satker minimal mempunyai satu kegiatan dalam rangka 

mewujudkan sebagian sasaran program dari unit organisasi  

c. Keluaran  

 Kegiatan yang dilaksanakan Satker mempunyai keluaran yang jelas 

dan tidak tumpang tindih dengan keluaran dari kegiatan lain 

d. Jenis Belanja  

 Jenis Belanja yang ditetapkan dengan kriteria yang sama untuk semua 

kegiatan  

e. Dokumen Anggaran  

 Satu dokumen perencanaan, satu dokumen penganggaran dan satu 

dokumen pelaksanaan anggaran untuk semua jenis satker dan 

kegiatan. 

Penerapan unified budget secara tegas baru dilaksanakan di Indonesia sejak 

tahun 2005, dengan ditiadakannya pengeluaran rutin dan pengeluaran 

pembangunan dari struktur dan format APBN. Selanjutnya, pengeluaran 

rutin dan pengeluaran pembangunan tersebut dikonversikan, baik ke dalam 

belanja pegawai, belanja barang, maupun belanja modal dan bantuan sosial.  

Selanjutnya, eks pengeluaran pembangunan yang dikonversikan ke dalam 

belanja pegawai dan belanja barang dapat dibedakan antara belanja 

mengikat dan belanja tidak mengikat. Yang termasuk dengan belanja 
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mengikat adalah belanja pegawai dan belanja barang yang berkaitan dengan 

biaya operasional guna mendukung tupoksi dan tidak bisa diganggu gugat, 

sedangkan yang termasuk ke dalam belanja tidak mengikat adalah belanja-

belanja yang berkaitan dengan proyek-proyek, seperti honor proyek, atau 

belanja barang dalam rangka pelaksanaan proyek. 

 

Tabel 2.3 Perbandingan Format Lama dan Format Baru APBN 

Format Lama (s.d 2004) Format Baru (mulai 2005) 

Belanja Pemerintah Pusat: Belanja Pemerintah Pusat: 

1. Pengeluaran Rutin 1. Belanja Pegawai 

 a. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 

 b. Belanja Barang 3. Belanja Modal 

 c. Pembayaran Bunga Utang 4. Pembayaran Bunga Utang 

 d. Subsidi 5. Subsidi 

 e. P. Rutin Lainnya 6. Belanja Hibah 

2. Pengeluaran Pembangunan 7. Bantuan Sosial 

8. Belanja Lain-Lain 

Sumber : Modul Dirjen Anggaran Departemen Keuangan 

 

 

II.1.8.2 Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budget) 

Penganggaran berbasis kinerja mengutamakan upaya pencapaian output 

(keluaran)  dan outcomes (hasil) atas alokasi belanja (input) yang 

ditetapkan. Hal tersebut ditujukan untuk memperoleh manfaat sebesar-

besarnya dari penggunaan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, 

perlu adanya indikator kinerja  dan pengukuran kinerja untuk tingkat 

satuan kerja (satker) dan kementerian/lembaga. Lima komponen pokok 

pendekatan anggaran kinerja dalam RKA-KL adalah sebagai berikut: 

a. Satuan Kerja  

 Satuan Kerja sebagai penanggungjawab pencapaian Keluaran/Output 

kegiatan/sub kegiatan. 

b. Kegiatan  
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 Rangkaian tindakan yang dilaksanakan Satuan Kerja sesuai dengan 

tugas pokoknya untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan. 

c. Keluaran  

 Satuan Kerja mempunyai keluaran yang jelas dan terukur sebagai akibat 

dari pelaksanaan kegiatan. 

d. Standar Biaya  

 Perhitungan anggaran didasarkan pada standar biaya (bersifat umum 

dan bersifat khusus) 

e. Jenis Belanja  

Pembebanan anggaran pada jenis belanja yang sesuai 

 

 

Sumber : Modul Dirjen Anggaran Departemen Keuangan 

Gambar 2.2 : Kerangka Konseptual Penganggaran Berbasis Kinerja 

 

Pada dasarnya penganggaran berbasis kinerja merubah fokus pengukuran 

kinerja dari fokus pengukuran besarnya jumlah alokasi sumber daya 

bergeser menjadi hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya.  
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II.1.8.3 Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah  

KPJM menurut PP No 21 tahun 2004 Pasal 1 poin 5 adalah pendekatan 

penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan 

terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun 

anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang 

bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 

Sedangkan, prakiraan maju menurut PP No. 21 tahun 2004 Pasal 1 poin 6 

adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari 

tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan 

kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun 

berikutnya. 

Manfaat KPJM adalah untuk (i) mengembangkan disiplin fiskal, dalam 

rangka menjaga kesinambungan  fiskal (fiscal sustainability), (ii) 

meningkatkan keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, dan 

penganggaran (antara KPJM, RKP, dan APBN), (iii) mengarahkan alokasi 

sumberdaya agar lebih rasional dan strategis, (iv) meningkatkan 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan 

yang optimal dan lebih efisien, (v) meningkatkan predictabiliy dan 

kesinambungan pembiayaan suatu program/kegiatan, (vi) memudahkan 

kerja perencanaan kementerian/lembaga pada tahun-tahun berikutnya, dan 

(vii) mendorong peningkatan kinerja kementerian/lembaga dalam 

memberikan pelayanan kepada publik. 

 

 

II.2. Penelitian Terdahalu 

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu 

No. Pneliti/Tahu

n 

Judul Variabel Alat 

Analisis 

Hasil 

1. Robert J. 

Barro (1990) 

Government 

Spending in A 

Simple 

Endogenous 

Growth Model 

Belanja 

pemerintah 

yang 

produktif/GN

P; investasi, 

pajak, dan 

tingkat 

tabungan 

Memasukk

an belanja 

pemerinta

h ke dalam 

model 

pertumbuh

an 

Penelitian ini 

memperluas model 

pertumbuhan ekonomi 

endogen untuk 

memasukkan sektor 

pemerintah. Tingkat 

pertumbuhan ekonomi 

dan tingkat tabungan 
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ekonomi 

endogen  

awalnya naik dengan 

rasio pengeluaran 

pemerintah produktif 

terhadap GNP, tetapi 

ketika mencapai 

puncaknya dan 

kemudian menurun. 

Model juga 

menunjukkan belanja 

pemerintah 

berhubungan negatif 

dengan pertumbuhan 

ekonomi 

2. Robert .J. 

Barro (1991) 

Economic 

growth in a 

cross section 

of countries 

Angka 

partisipasi 

sekolah, 

Persentase 

belanja 

pemerintah 

terhadap PDB, 

investasi 

pemerintah, 

investasi 

swasta 

stabilitas 

politik, 

Purchasing 

Power Parity 

dan 

pertumbuhan 

PDB per 

kapita. 

Regresi 

OLS 

Persentase konsumsi 

pemerintah terhadap 

PDB berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Pyo (1995) A Time-Series 

Test of the 

Endogenous 

Growth Model 

with Human 

Capital 

Modal Fisik 

perkapita, 

Modal 

Manuasia 

perkapita, 

Modal total 

perkapita, dan 

PDB 

Perkapita. 

Regresi 

OLS 

Human capital 

berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Negara maju 

menggunakan human 

capital sebagai input 

produktif dan terus 

mengakumulasikannya. 

Hal ini dapat 

menjelaskan mengapa 

ada perbedaan antara 

negara maju dan negara 

berkembang. 

4. Alqadi & 

Ismail (2019) 

Government 

Spending and 

Economic 

Growth: 

Contemporary 

literature 

review 

Pengeluaran 

pemerintah 

dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

Mereviu 

teori dan 

penelitian 

empiris 

(reviu 

literatur 

Pengaruh pengeluaran 

pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

secara teori maupun 

studi empiris masih 

diperdebatkan. Namun 

hasil reviu menunjukkan 
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kontempor

er) 

sebagian besar 

study/penelitian 

menunjukkan hubungan 

positif  pengeluaran 

pemerintah dan 

pertumbuhan ekonomi. 

Hubungan  pengeluaran 

pemerintah dan 

pertumbuhan ekonomi 

memperlihatkan hasil 

yang berbeda karena: 

perbedaan negara yang 

menjadi sampel, tingkat 

pembangunan tersebut, 

yang dimasukkan dalam 

model serta metodelogi 

yang digunakan. 

5. Hansson & 

Henrekson 

(1994)  

A New 

Framework 

for Testing the 

Effect of 

Government 

Spending on 

Growth and 

Productivity 

Belanja 

pemerintah, 

Belanja 

investasi 

pemerintah, 

belanja 

konsumsi 

pemerintah, 

belanja 

bantuan 

soasial(transfe

r), Total 

Factor 

Productivity 

dan 

pertunvuhan 

ekonomi 

Regresi 

OLS 

Belanja bantuan sosial 

(transfer), belanja 

konsumsi pemerintah, 

dan belanja pemerintah 

total berpengaruh 

signifikan dan negatif 

terhadap pertumbuhan 

dan Total Factor 

Productivity. Namun 

belanja di bidang 

pendidikan (sebagai 

investasi pemerintah) 

berpengaruh positif 

terhadap total factor 

productivity. 

6. Barrios & 

Schaechter 

(2018)  

The Quality of 

Public 

Finances and 

Economic 

Growth 

Kualitas 

Anggaran/Keu

angan 

Pemerintah 

dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Analisis 

kualitatif 

(reviu 

teori dan 

penelitian 

empiris) 

mengguna

kan 

growth-

accounting 

approach 

Kinerja yang baik belum 

cukup untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi 

dalam jangka panjang. 

Diperlukan kinerja yang 

baik di berbagai sektor 

untuk mencapai hal itu.  

Belanja pemerintah 

dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi 

jika belanja tersebut 

dapat mengatasi 

kegagalan pasar dan 

menyediakan barang 

publik.  Untuk 

meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, 

pemangku kebijakan 
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harus berfokus pada 

efisiensi belanja 

pemerintah. 

7. Nyasha & 

Odhiambo 

(2019) 

The Impact of 

Public 

Expenditure 

on Economic 

Growth: A 

Review of 

International 

Literature 

Pengeluaran 

Pemerintah 

dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

Reviu 

literatur 

Kajian teoritis dan 

empiris menunjukkan 

pengaruh belanja 

pemerintah terhadap 

pertumbuhan berbeda-

beda, ada yang positif, 

negatif, maupun netral. 

8. Devarajan et 

al. (1996) 

The 

Composition 

of Public 

Expenditure 

and Economic 

Growth 

Pertumbuhan 

ekonomi, 

Porsi Belanja 

pemerintah 

terhadap PDB, 

suku bunga 

Ordinary 

Least 

Square 

(OLS) 

Hasil menunjukkan 

bahwa untuk 40 negara 

berkembang yang 

menjadi sampel, belanja 

pemerintah berpengaruh 

postif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Namun 

sebaliknya, belanja 

modal pemerintah 

berpengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan 

perkapita. Hal ini 

mengindikasikan 

belanja produktif jika 

digunakan berlebihan 

justru akan menjadi 

tidak produktif. 

9. K.C et al. 

(2018)  

The Effect of 

Public 

Expenditure 

on the 

Economic 

Growth in 

Nigeria 

(1980-2013) 

Pertumbuhan 

ekonomi, 

belanja 

pemerintah 

untuk 

administrasi, 

ekonomi, 

pelayanan 

umum, 

transfer, dan 

belanja modal. 

Regresi 

berganda 

Dalam jangka pendek 

tidak ada hubungan 

yang signifikan antara 

pengeluaran pemerintah  

dan PDB Riil 

(pertumbuhan ekonomi) 

di Nigeria pada periode 

1980-2013. Hal ini 

kemungkinan 

disebabkan 

penyalahgunaan dana 

atau belanja modal  non 

re-investment di negara 

tersebut. Dalam jangka 

panjang mungkin saja 

belanja pemerintah 

mempengaruhi/mencipta

kan pertumbuhan 

ekonomi. 

10. D. J. Mitchell 

(2005) 

The Impact of 

Government 

Spending on 

Belanja 

pemerintah 

dan 

Analisis 

kualitatif 

Analisis dan reviu 

terhadap beberapa 

penelitian menunjukkan 

hubungan negatif Antara 
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Economic 

Growth 

pertumbuhan 

ekonomi 

belanja pemerintah dan 

pertumbuhan ekonomi 

11. Bleaney et al. 

(2001)  

Testing the 

Endogenous 

Growth 

Model: Public 

Expenditure, 

Taxation. And 

Growth Over 

The Long Run 

Belanja 

pemerintah, 

pajak, rasio 

investasi, 

surplus 

anggaran dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

Regresi 

data panel 

untuk 

menguji 

teori 

pertumbuh

an 

endogen  

Ketika belanja 

pemerintah dibiayai oleh 

campuran pengeluaran 

non-produktif dan 

perpajakan non-distorsi, 

pengeluaran produktif 

meningkatkan tingkat 

pertumbuhan dan pajak 

distorsi menguranginya. 

Surplus anggaran juga 

meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

12. Mazurova & 

Kollar (2015)  

The 

Importance of 

Government 

Spending in 

Context of 

Fiscal Policy 

Belanja 

pemerintah, 

PDB, MPC 

dan angka 

pengganda 

pengeluaran 

(spending 

multiplier) 

Analisis 

kualitatif 

(reviu 

teori dan 

penelitian 

empiris) 

Dengan menggunakan 

angka pengganda 

pengeluaran terbukti 

bahwa belanja 

pemerintah 

menstimulasi 

pertumbuhan ekonomi 

bahkan di saat terjadi 

krisis, namun pengaruh 

tersebut lebih rendah di 

saat krisis. 

13. Lee et 

al.(2019) 

Study of the 

Relationship 

between 

Government 

Expenditures 

and Economic 

Growth for 

China and 

Korea 

Belanja 

pemerintah di 

bidang 

kebudayaan, 

ekonomi, 

pendidikan, 

lingkungan 

hidup, 

pelayanan 

umum, 

kesehatan, dan 

jaminan sosial 

serta 

pertumbuhan 

ekonomi 

Quintile 

Regression 

Model 

Campur tangan 

pemerintah di Korea 

relative kecil sehingga 

elastisitas pertumbuhan 

ekonomi terhadap 

belanja pemerintah 

cukup tinggi. Untuk 

China, karena 

pemerintahnya sangat 

aktif mengintervensi 

perekonomian, belanja 

pemerintah tidak 

berpengaruh besar 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  

14. Dao (2012) Government 

Expenditure 

and Growth in 

Developing 

Countries 

Belanja 

pemerintah di 

bidang 

kesehatan, 

pendidikan, 

jumlah 

penduduk, 

PMTB dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

Simultano

us 

Equation 

Model 

(SEM) 

Penelitian terhadap 28 

negara berkembang 

menunjukkan bahwa 

pertumbuhan PDB 

perkapita bergantung 

pada pertumbuhan 

belanja per kapita di 

bidang kesehatan, 

belanja pendidikan, 

pertumbuhan penduduk, 

dan pertumbuhan 
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belanja kesehatan serta 

PMTB. 

15. Hasnul 

(2016)  

The Effect of 

Government 

Expenditure 

on Economic 

Growth: The 

case of 

Malaysia 

PDB riil, 

PMTB, 

Angkatan 

KerjaEkspor 

Impor, dan 

belanja 

pemerintah. 

Regresi 

data time 

series: 

OLS 

Terdapat hubungan 

negatif antara belanja 

pemerintah dan 

pertumbuhan ekonomi 

di Malaysia pada 1970-

2014. Hanya belanja 

bidang perumahan dan 

belanja pembangunan 

yang berkontribusi 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

yang rendah. 

16. Sudarsono 

(2010)  

The 

Relationship 

Between 

Economic 

Growth and 

Government 

Spending: A 

Case Study of 

OIC Countries 

PDB riil 

perkapita dan  

belanja 

pemerintah 

Granger 

Causality 

Test 

Pengeluaran pemerintah 

menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi 

terjadi di Negara Iran, 

Nigeria, dan Tunisia, 

sesuai dengan teori 

Keynesian. Sedangkan 

pertumbuhan ekonomi 

menyebabkan kenaikan 

pengeluaran pemerintah 

terjadi di Negara 

Aljazair, Burkina, 

Benin, Indonesia, Libya, 

Malaysia, maroko dan 

Saudi sebagaimana 

hokum Wagner 

17. Alexiao 

(2009)  

Government 

Spending and 

Economic 

Growth: 

Econometric 

Evidence from 

South Eastern 

Europe (SEE) 

Belanja 

modal, 

investasi 

swasta, 

keterbukaan 

perdagangan, 

pertumbuhan 

penduduk dan 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Regresi 

data panel 

Belanja modal, bantuan 

pembanguan, investasi 

swasta, dan keterbukaan 

perdagangan berdampak 

positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi, sedangkan 

pertumbuhan penduduk 

tidak berpengaruh. 

18. Mudaki & 

Masaviru 

(2012)  

Does The 

Composition 

of Public 

Expenditure 

Matter to 

Economic 

Growth for 

Kenya? 

PDB riil, 

belanja di 

bidang 

pertahanan, 

ekonomi, 

kesehatan, 

pendidikan, 

transportasi 

dan 

komunikasi, 

pertanian dan 

manufaktur  

Regresi 

OLS 

Belanja di bidang 

pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Adapun belanja di 

bidang pertanian 

berdampak signifikan 

dan negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

di Kenya. Belanja 

pemerintah lainnya tidak 

berpengaruh terhadap 
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pertumbuhan ekonomi 

Kenya. 

19. Siefu et al. 

(2018)  

Government 

Spending and 

Economic 

Growth in 

Cameron 

PDB, investasi 

pemerintah 

dan investasi 

swasta 

Vector 

Auto 

Regressive 

(VAR) 

model 

Hasil menunjukkan 

bahwa Lagged GDP dan 

investasi pemerintah 

berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

di Kamerun, sedangkan 

investasi swasta justru 

berpengaruh negatif. 

20. Cesarina 

Maulid et al 

(2021)  

The Effect of 

Government 

Expenditure 

on Economic 

Growth in 

Indonesia 

Belanja 

pemerintah 

pusat (terdiri 

dari belanja 

pegawai, 

belanja 

barang, 

belanja modal, 

pembayaran 

bunga, subsidi 

dan bantuan 

social) dan 

PDB 

Regresi 

OLS 

Belanja pegawai dan 

belanja barang 

berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Belanja modal 

berpengaruh signifikan 

namun negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Adapun 

komponen belanja 

pemerintah lainnya tidak 

berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

21. Santika & 

Qibthiyyah 

(2020) 

Government 

Size dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Indonesia 

Belanja 

pemerintah di 

daerah 

(belanja K/L 

dan belanja 

APBD), 

PDRB per 

Kapita, 

PMTB, Rata-

rata Lama 

Sekolah dan 

Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk 

Fixed 

Effect 

Model 

Hasil menunjukkan 

bahwa government size 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

di daerah. Sementara 

government size kuadrat 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

di daerah. Hal ini 

membuktikan bahwa 

pengaruh government 

size terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

berbentuk kurva U 

terbalik sehingga 

terdapat Threshold 

government size. 

22. Pula & 

Elshani  

(2018) 

Role of Public 

Expenditure in 

Economic 

Growth: 

Econometric 

Evidence from 

Kosovo 

Pertumbuhan 

ekonomi, 

pengeluaran 

pemerintah, 

Foreign 

Direct 

Investment, 

Penerimaan 

Regresi 

data time 

series 

Hasil uji empiris 

menunjukkan 

pengeluaran pemerintah 

dan ekspor berdampak 

positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi. FDI dan 

Penerimaan pajak tidak 
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Pajak, dan 

Ekspor 

berdampak signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kosovo. 

23. Nurudeen & 

Usman 

(2010)  

Government 

Expenditure 

and Economic 

Growth in 

Nigeria, 1970-

2008: A 

Disagregated 

Analysis 

Pertumbuhan 

ekonomi, 

belanja 

pemerintah, 

inflasi dan 

Fiscal 

Balance 

Regresi 

data time 

series 

Hasil uji empiris 

menunjukkan belanja 

modal dan belanja rutin 

berdampak negatif 

terhadap pertuimbuhan 

ekonomi di Nigeria 

karena kesalahan 

pengelolaan dan 

penyalahgunaan dana. 

24. Ghali (1997) Government 

Spending and 

Economic 

Growth in 

Saudi Arabia. 

PDB riil 

perkapita dan 

persentase 

belanja 

pemerintah 

terhadap PDB 

Vector 

Auto 

Regressive 

(VAR) dan 

Granger 

Causality 

Analisis empiris tidak 

menemukan bukti yang 

konsisten bahwa 

pengeluaran pemerintah 

dapat meningkatkan 

pertumbuhan output per 

kapita Arab Saudi. 

25. Safari & 

Fikri (2016)  

Analisis 

Pengaruh 

Ekspor, 

Pembentukan 

Modal, dan 

Pengeluaran 

pemerintah 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Indonesia 

Ekspor, 

PMTB, 

pengeluaran 

pemerintah, 

variabel 

dummy 

(krisis) 

Regresi 

data time 

series 

mengguna

kan Error 

Correction 

Model 

(ECM) 

Ekspor dan PMTB 

berpengaruh signifikan 

dan poistif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Adapun pengeluaran 

pemerintah berpengaruh 

signifikan dan negatif 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi baik dalam 

jangka panjang maupun 

jangka pendek serta 

terjadinya krisis tidak 

berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

26. Ambya 

(2020) 

How 

Government 

Spending on 

Public Sektor 

Affect The 

Economic 

Growth? 

Pertumbuhan 

ekonomi, 

belanja di 

bidang 

pendidikan, 

belanja di 

bidang 

kesehatan, 

belanja 

infrastruktur 

dan jumlah 

tenaga kerja 

Regresi 

data panel 

Hasil penelitian 

membuktikan bahwa 

pengeluaran pemerintah 

daerah dalam 

pendidikan per kapita 

riil, kesehatan riil (lag-

1) per kapita, dan 

infrastruktur riil per 

kapita, dan jumlah 

tenaga kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi 

yang terjadi di 

kabupaten tidak berbeda 

dengan kota, demikian 

juga di sektor basis 

sebagian besar tidak 
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berbeda kecuali sektor 

pertambangan dan 

penggalian. 

 

27. Bachtiar et 

al., (2015)  

Analisis 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Belanja 

Pemerintah 

Pusat, 

Pembayaran 

Bunga Utang, 

dan Subsidi 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Indonesia 

Tahun 1999-

2013 

Pertumbuhan 

ekonomi, 

pertumbuhan 

belanja 

barang, 

pertumbuhan 

belanja 

pegawai, 

pertumbuhan 

belanja modal, 

pertumbuhan 

pembayaran 

bunga 

utang,dan 

pertumbuhan 

subsidi 

Regresi 

linear 

berganda 

(OLS) 

Pertumbuhan belanja 

modal, pembayaran 

bunga utang dan subsidi 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, 

sedangkan belanja 

barang dan belanja 

pegawai tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 

28. Ahdini & 

Mandala 

(2020)  

Inflation, 

Government 

Expenditure, 

and Economic 

Growth in 

Indonesia 

Belanja rutin, 

belanja 

pembangunan, 

inflasi, total 

belanja 

pemerintah, 

investasi, 

Jumlah 

Tenaga Kerja, 

dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

Eagle 

Granger 

Cointegrat

ion Test 

dan Error 

Correction 

Model 

(ECM) 

Hubungan antara inflasi 

dan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia 

adalah negatif, 

sementara itu hubungan 

antara pengeluaran 

pemerintah dan 

pertumbuhan ekonomi 

adalah positif. Belanja 

rutin tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  

29. Widiastuti & 

Saleh (2019)  

Dampak 

Pengeluaran 

pemerintah 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi: 

Studi kasus 

Panel data 

Pertumbuhan 

ekonomi, rasio 

total belanja 

pemerintah 

terhadap PDB, 

rasio 

penerimaan 

pemerintah 

terhadap PDB, 

rasio PMTB 

terhadap PDB, 

dan Foreign 

Direct 

Investment 

(FDI) 

Regresi 

data panel 

Penelitian dengan 

sampel 96 negara, 

sampel Indonesia, dan 

sampel antar Provinsi di 

Indonesia menghasilkan 

kesimpulan yang 

bervariasi terkait 

dampak pengeluaran 

pemerintah terhdap 

pertumbuhan ekonomi. 

Maka disimpulkan 

bahwa hubungan Antara 

pengeluaran pemerintah 

dan pertumbuhan 

ekonomi bergantung 

pada banyak factor. 

31. Lilian (2020) Impacts of 

Higher 

Education 

Enrollment on 

PDB, 

Enrollment 

Rate pada 

jenjang 

Co-

integration 

and 

Ordinary 

Pengaruh pendidikan 

tinggi terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

negatif dan tidak 
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Economic 

Growth in 

Uganda 

perguruan 

tinggi 

Least 

Square 

dan Panel 

Fully 

Modified 

Least 

Square 

(FMOLS)  

signifikan dalam jangka 

panjang.  

33. Wahyuni 
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Some Lessons 

For The Local 

Authority 

tenaga kerja, 

PDB 

pada jenis belanja 

pemerintah. 

37. Safari & 

Fikri (2016) 

Analisis 

Pengaruh 

Ekspor, 

Pembentukan 

Modal, Dan 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Indonesia 

PDB, ekspor, 

PMTB, dan 

pengeluaran 

pemerintah. 

Error 

Correction 

Model 

(ECM) 

Ekspor, pembentukan 

modal, dan pengeluaran 

pemerintah secara 

simultan berpengaruh 

terhadap PDB baik 

dalam jangka panjang 

maupun jangka pendek. 

Pengeluaran pemerintah 

berpengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi, baik dalam 

jangka panjang maupun 

jangka pendek. 

 

 

II.3. Kerangka Pemikiran 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam 

pembangunan negara. Perekonomian yang tumbuh berarti output yang 

dihasilkan suatu negara makin tinggi dan juga dapat berarti pendapatan 

nasional meningkat. Pertumbuhan ekonomi pada gilirannya diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah terus 

berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Keynes menekankan pentingnya pengeluaran pemerintah untuk 

menstimulus perekonomian dan meningkatkan permintaan agregat.  Salah 

satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan belanja 

pemerintah sebagai instrumen fiskal yang memacu perekonomian. Dalam 

teori pertumbuhan ekonomi endogen yang dikembangkan Arrow, 

pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor modal, tenaga kerja, dan 

pengetahuan. Robert J. Barro (1990) menyatakan pertumbuhan endogen 

mengasumsikan pengembalian konstan (constant return to scale) ke dalam 

konsep modal (capital) yang luas. Modal tidak hanya berupa modal fisik, 

namun juga modal manusia (human capital). Lalu model pertumbuhan 

endogen tersebut diperluas untuk memasukkan peran pemerintah dalam 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berbagai penelitian 

juga telah membuktikan pengaruh belanja pemerintah yang signifikan 
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terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mazurova dan Kollar (2005) 

menemukan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk disaat terjadi krisis.  

Di Indonesia, realisasi belanja pemerintah terus meningkat dari tahun ke 

tahun. Sepanjang tahun 1973-2019 belanja pemerintah telah meningkat dari 

Rp1.07 triliun menjadi lebih dari Rp1.900 triliun di tahun 2019. Belanja 

pemerintah yang sedemikian besar diharapkan mampu menjadi pengungkit 

pertumbuhan karena belanja pemerintah juga merupakan salah satu input 

dalam proses produksi (Robert J. Barro, 1990). Selain itu, sebagai instrumen 

kebijakan fiskal, anggaran juga ditujukan untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi.  Sebagai salah satu komponen Produk Domestik Bruto, belanja 

pemerintah berperan dalam meningkatkan output perekonomian 

(pertumbuhan ekonomi). Pemerintah yang mengalokasikan peningkatan 

pengeluaran/belanja untuk mengurangi distorsi pasar, menegakkan hak 

milik, menyediakan layanan infrastruktur, dan memastikan pasar keuangan 

yang lebih baik akan menghasilkan efisiensi yang diterjemahkan ke dalam 

pertumbuhan ekonomi (Robert J. Barro, 1996). Belanja pemerintah untuk 

subsidi, bidang pendidikan, serta riset dan teknologi juga akan 

meningkatkan human capital yang dapat diakumulasikan untuk membentuk 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.  

Untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan belanja dalam APBN, 

pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan reformasi keuangan negara 

yang ditandai dengan terbitnya paket Undang-Undang Keuangan Negara. 

Terbitnya paket Undang-Undang tersebut menandai babak baru dalam 

pengelolaan anggaran pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Dengan menggunakan kaidah 

pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku umum dan universal  

diharapkan anggaran pemerintah dapat dikelola lebih transparan dan 

akuntabel sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Reformasi keuangan negara yang telah diterapkan pada APBN sejak tahun 

2005 merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk memperbaiki 
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pengelolaan keuangan negara, termasuk belanja pemerintah. Diharapkan 

keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada aturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan sehingga semakin 

berdampak pada perekonomian negara. Anggaran adalah alat akuntabilitas, 

manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, 

anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi 

serta pemerataan pendapatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. 

Reformasi keuangan negara juga merupakan bentuk perbaikan 

institusi/kelembagaan. Kualitas kelembagaan yang baik menjadi faktor 

penting untuk mencapai laju pertumbuahn ekonomi yang berkelanjutan. Hal 

ini seperti telah dibuktikan secara empiris oleh Vedia-Jerez & Chasco 

(2016). 

Teori pertumbuhan ekonomi menyatakan faktor capital/modal sangat 

penting perananya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Modal yang 

digunakan tidak hanya berupa modal fisik (investasi), namun juga modal 

manusia (human capital). Investasi diperlukan untuk meningkatkan 

kapasitas produksi. Peran pemerintah untuk meningkatkan investasi modal 

fisik juga dapat berupa pengeluaran pemerintah untuk investasi publik, 

diantaranya berupa pembangunan insfrastruktur yang dapat menjadi input 

dan mendukung peningkatan produksi sektor swasta. Oleh karenanya peran 

tenaga kerja (labor) juga penting karena selain sebagai input dalam proses 

produksi, pekerja juga akan menyerap pengetahuan dan teknologi yang 

dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.  

Penelitian ini menggunakan metode regresi Error Correction Model untuk 

mengetahui pengaruh belanja pemerintah, investasi pemerintah, investasi 

(modal fisik),  dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek dan membandingkan 

kondisi sebelum dan sesudah reformasi keuangan negara dilaksanakan. 

Setelah melakukan uji asumsi klasik dan memastikan model sudah 

memenuhi asumsi Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) selanjutnya 

dilakukan interpretasi hasilnya. 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran  
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II.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tinjauan literatur dan hasil penelitian sebelumnya, maka 

hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Diduga belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

PDB riil perkapita Indonesia. 

2. Diduga investasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

PDB riil perkapita Indonesia. 

3. Diduga PMTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB riil 

perkapita di Indonesia. 

4. Diduga tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB riil 

perkapita Indonesia. 

5. Diduga reformasi keuangan negara yang dimulai sejak berlakunya Paket 

Undang-Undang Keuangan Negara berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap PDB riil perkapita di Indonesia. Terdapat perbedaan capaian 

PDB riil perkapita pada periode sebelum dan sesudah reformasi 

keuangan negara. 

 



 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI 

 

 

 

III.1. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif berupa data 

time series (runtut waktu) dengan menggunakan data sekunder yang 

tersedia dari berbagai sumber. Adapun sumber data penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Variabel dan Sumber Data 

No. Variabel Satuan 

Pengukuran 

Sumber Data 

1. Produk Domestik Bruto 

Riil Perkapita (GDP) 

Rupiah World Development 

Indicators, World 

Bank 

2. Belanja Pemerintah Riil 

Perkapita (Govex) 

Rupiah World Development 

Indicators World 

Bank 

3. Pembentukan Modal 

Tetap Bruto Riil 

Perkapita (PMTB) 

Rupiah World Development 

Indicators World 

Bank 

4. Investasi Pemerintah 

Riil Perkapita  (PUB) 

Dolar IMF Investment and 

Capital Stock Dataset 

5. Tenaga kerja (EMP) Orang Penn World Table 

2021 

6. Dummy 0=Sebelum 

Reformasi 

Keuangan Negara 

1=Setelah 

Reformasi 

Keuangan Negara 

Kementerian 

Keuangan 
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III.2. Definisi Operasional Variabel 

III.2.1 Produk Domestik Bruto Riil Perkapita (GDP) 

Data Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita atas dasar harga 

konstan/PDB riil perkapita yang digunakan bersumber dari World Bank. 

PDB riil perkapita adalah Produk Domestik Bruto riil dibagi dengan 

jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDB atas dasar harga 

pembeli adalah jumlah nilai tambah bruto oleh semua produsen residen 

dalam perekonomian ditambah pajak produk dan dikurangi subsidi yang 

tidak termasuk dalam nilai produk. Ini dihitung tanpa membuat 

pengurangan untuk penyusutan aset yang dibuat-buat atau untuk 

penipisan dan degradasi sumber daya alam. Data dalam satuan Rupiah 

(harga konstan). 

Penelitian ini menggunakan variabel Produk Domestik Bruto riil 

perkapita sebagaimana telah digunakan oleh Vedia-Jerez & Chasco 

(2016), Pyo (1995) dan Kharisma & Pratikto (2019).  

 

III.2.2 Belanja Pemerintah Riil Perkapita (Govex) 

Pada penelitian ini, belanja pemerintah yang digunakan adalah data 

pengeluaran konsumsi akhir pemerintah dari World Bank. Pengeluaran 

konsumsi akhir pemerintah umum (sebelumnya disebut konsumsi 

pemerintah umum) mencakup semua pengeluaran pemerintah saat ini 

untuk pembelian barang dan jasa (termasuk kompensasi pegawai). 

Komponen ini juga mencakup sebagian besar pengeluaran untuk 

pertahanan dan keamanan nasional, tetapi tidak termasuk pengeluaran 

militer pemerintah yang merupakan bagian dari pembentukan modal 

pemerintah. Data dalam satuan mata uang Rupiah (harga konstan). 

Kemudian untuk mendapatkan belanja perkapita, data tersebut dibagi 

dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut yang bersumber dari data 

populasi (jumlah penduduk) di Penn World Table 2021. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Barro (1990) juga menggunakan 

variabel ini. 
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III.2.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto Riil Perkapita (PMTB) 

Variabel PMTB digunakan untuk memproksi investasi modal fisik 

(physical capital) dalam penelitian ini. Data yang digunakan pada 

penelitian ini bersumber dari World Bank. Pembentukan modal tetap 

bruto (sebelumnya disebut penanaman modal tetap domestik bruto) 

meliputi perbaikan lahan (pagar, parit, saluran air, dan sebagainya); 

pembelian pabrik, mesin, dan peralatan; dan pembangunan jalan raya, 

rel kereta api, dan sejenisnya, termasuk sekolah, kantor, rumah sakit, 

tempat tinggal pribadi, dan bangunan komersial dan industri. Selain itu 

akuisisi bersih barang berharga juga dianggap sebagai pembentukan 

modal. Data dalam satuan Rupiah (harga konstan). Kemudian untuk 

mendapatkan PMTB perkapita, data tersebut dibagi dengan jumlah 

penduduk pada tahun tersebut yang bersumber dari data populasi 

(jumlah penduduk) di Penn World Table 2021. 

Variabel PMTB riil perkapita telah digunakan oleh  Pyo (1995) dan 

Amri & Aimon (2017) pada penelitian terdahulu untuk menganalisis 

pengaruh PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

 

III.2.4 Investasi Pemerintah Riil Perkapita (PUB) 

Data investasi pemerintah riil perkapita (PUB) menggunakan data 

investasi pemerintah umum (PMTB yang dilakukan oleh pemerintah), 

dalam dolar harga konstan dengan tahun dasar 2017. Data tersebut 

diperoleh dari IMF Investment and Capital Stock Dataset 2021. 

Investasi publik/investasi pemerintah menggunakan PMTB dari 

pemerintah umum (pemerintah pusat dan daerah). Kemudian untuk 

mendapatkan investasi pemerintah perkapita, data tersebut dibagi 

dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut yang bersumber dari data 

populasi (jumlah penduduk) di Penn World Table 2021. Pemilihan 

variabel ini sesuai dengan yang digunakan Robert J. Barro (1991), 

Epaphra & Massawe (2016) dan Ramayandi (2003) pada studi empiris 

dalam membuktikan pengaruh belanja pemerintah terhadap 
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pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitiannya, Robert J. Barro (1991) 

membagi investasi menjadi investasi swasta dan investasi pemerintah 

(public investment). 

 

 

III.2.5 Tenaga Kerja (EMP) 

Salah satu input yang digunakan dalam produksi adalah labor. Pada 

penelitian ini labor diproksi dengan jumlah orang yang bekerja di 

Indonesia. Data yang digunakan bersumber dari Penn World Table 

2021 dengan satuan dinyatakan dalam orang. Orang yang bekerja 

mencakup semua orang yang berusia 15 tahun ke atas, yang melakukan 

pekerjaan selama minggu acuan, bahkan hanya untuk satu jam 

seminggu, atau tidak sedang bekerja tetapi memiliki pekerjaan atau 

bisnis di mana mereka tidak ada untuk sementara waktu. 

Beberapa peneliti telah menggunakan jumlah orang yang bekerja 

sebagai proksi labor diantaranya Ambya (2020), Ahdini & Mandala 

(2020), Pyo (1995) dan Salihin (2020). 

 

 

III.2.6 Dummy 

Penelitian ini menggunakan variabel dummy untuk membandingkan 

kondisi sebelum dan sesudah Reformasi Keuangan Negara. Pemilihan 

variabel dummy ini didasari konsep bahwa reformasi keuangan negara 

yang dilakukan pemerintah juga bertujuan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Reformasi Keuangan Negara akan diproksi 

dengan diberlakuannya Paket UU Keuangan Negara yaitu UU No. 17 

tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, dan UU No.15 tahun 2004, dimana: 

a.  angka 0 menunjukkan tahun sebelum diberlakukannya paket UU 

Keuangan Negara pada APBN (sampai dengan tahun 2004), dan  

b. angka 1 menunjukkan tahun setelah diberlakukannya paket UU 

Keuangan Negara pada APBN (tahun 2005-2019). 
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Tahun 2005 dipilih untuk menjadi awal tahun Reformasi Keuangan 

Negara karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

mengalami perubahan menjadi penganggaran terpadu/unified budget 

yang secara tegas baru dilaksanakan pada tahun 2005 yang ditunjukkan 

dengan perubahan pengelompokan transaksi pemerintah/format baru 

belanja APBN. Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh 

anggaran berbasis kinerja di sektor publik, dilakukan perubahan 

klasifikasi anggaran sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara 

internasional. Penganggaran secara terpadu atau unified budget, adalah 

penerapan anggaran yang tidak ada lagi pemisahan antara anggaran 

rutin dan pembangunan.  

Penerapan penganggaran secara terpadu maka memuat semua kegiatan 

instansi pemerintahan dalam APBN yang disusun secara terpadu. 

Penerapan sisem ini merupakan tahapanyang diperlukan sebagai bagian 

upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih 

transparan, memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang 

berorientasi kerja, memberikan gambaran yang objektif dan 

proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi 

dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian 

dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah Dengan 

berlakunya unified budget, dualisme perencanaan anggaran rutin dan 

anggaran pembangunan di masa lampau yang menimbulkan peluang 

duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran tidak terjadi lagi. 

Klasifikasi belanja Negara tidak lagi berdasarkan pengeluaran rutin dan 

pengeluaran pembangunan. 

 

 

III.3. Sampel 

Keterbatasan waktu dan ketersediaan data menjadikan penelitian ini 

dilakukan menggunakan sampel. Sampel yang digunakan untuk data time 

series ini adalah tahun 1985 sampai dengan 2019. Penelitian ini tidak 

memasukkan data tahun 1998 dan 1999 karena pada periode tersebut 
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terjadi krisis ekonomi yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi 

Indonesia negatif dan berbeda dengan tren pertumbuhan ekonomi pada 

tahun lainnya. Data tahun 1998 dan 1999 menjadi outlier saat dimasukkan 

dalam penelitian.  

 

 

III.4. Spesifikasi Model 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode sebelum dan sesudah 

reformasi keuangan negara. Variabel dependen penelitian ini adalah 

pertumbuhan ekonomi (Growth). Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 

beberapa variabel independen yaitu belanja pemerintah, investasi 

pemerintah, investasi modal fisik (PMTB), dan tenaga kerja. Kemudian 

untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah reformasi keuangan 

negara, digunakan variabel dummy.  

Penelitian ini mengadopsi model pertumbuhan endogen dari Arrow dan 

Robert J. Barro (1990). Model endogen (Barro, 1990) memasukkan peran 

belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun 

penelitian ini tidak memasukkan human capital sebagai salah satu faktor 

yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, 

pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal (fisik) dan tenaga kerja serta 

memasukkan peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.  

Model pertumbuhan ekonomi Endogen dari Arrow menyatakan 

pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal dan tenaga kerja. Dengan 

menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas: 

                               Y = AKaL1-a                                        (1) 

ada skala hasil konstan untuk semua input bersama-sama (karena a + (1-a) = 

1).  

Output dari suatu perusahaan individu tergantung dengan modal, tenaga 

kerja serta "pertambahan" tenaga kerja oleh A. Arrow (1962) berasumsi 

bahwa A, faktor augmentasi teknis, mungkin terlihat khusus untuk 



62 
 

 

perusahaan, tetapi sebenarnya terkait dengan "pengetahuan" total dalam 

perekonomian. Arrow berpendapat bahwa pengetahuan muncul dari 

investasi kumulatif masa lalu dari semua perusahaan. Jadi, Arrow 

berasumsi bahwa faktor peningkatan teknis terkait dengan modal agregat 

ekonomi secara keseluruhan dalam proses "belajar sambil melakukan 

(learning by doing)". Jadi,  

                         Y= f (K,L)                                           (2) 

Fungsi produksi agregat dalam perekonomian adalah: 

                       Y = Ka + zL1-a                                        (3) 

Arrow mengasumsikan bahwa a + z < 1. Oleh karena itu, jika suatu 

perekonomian hanya meningkatkan modal (atau hanya tenaga kerja) tidak 

mengarah pada peningkatan output. Perekonomian dapat memperoleh skala 

hasil yang meningkat sebagai a + z + (1-a)="z"> 0, tetapi modal dan tenaga 

kerja keduanya harus bertambah.  

Kemudian untuk menjawab masalah penelitian terkait dengan pengaruh 

belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, model dikembangkan 

dengan menggunakan model pertumbuhan ekndogen dari Barro (1990). 

Model pertumbuhan yang dibentuk Barro dimulai dengan model 

pertumbuhan endogen yang dibangun diatas asumsi pengembalian 

constant atas konsep modal yang luas. Modal dalam model Barro 

mencakup modal fisik dan human capital. Modal fisik juga dibagi menjadi 

modal swasta dan modal pemerintah.  Selain itu, pertumbuhan ekonomi 

juga dipengaruhi oleh A yang juga merupakan total factor productivity 

(TFP). Barro kemudian memperluas model pertumbuhan ekonomi endogen 

untuk memasukkan peran belanja pemerintah. Peran pemerintah adalah 

sebagai input bagi produksi sektor swasta. Ini adalah peran produktif yang 

menciptakan linkage positif antara pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.  

                                      Y = f (K,G)                                               (4) 

Selain menggunakan total belanja pemerintah, Barro juga membagi 

belanja pemerintah menjadi belanja produktif dan non produktif serta 

menggunakan variabel investasi swasta dan investasi pemerintah. Model 
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pertumbuhan yang dikembangkan Barro juga menambahkan faktor selain 

human capital, yaitu labor. Namun variabel labor yang digunakan adalah 

pertumbuhan populasi (jumlah penduduk). Dengan menggabungkan 

persamaan (2) dan (4), maka pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 

modal, tenaga kerja, dan belanja pemerintah: 

                           Y= f (K,L,G)                                             (5) 

Berdasarkan pada tujuan penelitian, model penelitian dari Arrow dan 

Barro kemudian dimodifikasi sebagai berikut: 

GDP = α +  β1 Govex +  β2 PMTB +  β3 PUB +  β4 EMP +
+β5Dummy +  ε

 

Dimana: 

 

 

III.5. Metode Analisis Data 

Untuk menjawab permasalahan dalam pemenelitian ini alat analisis yang 

digunakan adalah analisis data time series menggunakan regresi dengan 

metode koreksi kesalahan (Error Correction Model). Adapun aplikasi yang 

digunakan untuk membantu mengolah data adalah Microsoft Excel 2013 

dan E-views 10. 

 

GDP : Produk Domestik Bruto Riil Perkapita (Rupiah) 

𝛼 : Konstanta 

Govex : Belanja pemerintah riil perkapita (Rupiah) 

PMTB : Pembentukan Modal Tetap Bruto Riil Perkapita 

(Rupiah) 

EMP : Jumlah orang yang bekerja (orang) 

PUB : Investasi Pemerintah Riil Perkapita (Dolar) 

Dummy : Reformasi Keuangan Negara, dimana 0 adalah tahun 

sebelum Reformasi Keuangan Negara (1985-2004), dan 

1 adalah tahun setelah Reformasi Keuangan Negara 

(2005-2019) 

𝜺 : Error term 
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III.5.1 Analisis Data dengan Error Correction Model (ECM) 

Persoalan krusial dalam analisis deret waktu adalah seringkali data 

tidak stasioner. Data yang tidak stasioner akan bersifat heteroskedastis 

dan memiliki autokorelasi. Selain itu, pada data yang tidak stasioner 

sering ditemui dua atau lebih variabel yang bergerak dengan arah yang 

sama atau berlawanan, tetapi pergerakan tersebut terjadi secara 

kebetulan dan tidak berdasarkan teori atau logika (Juanda & Junaidi, 

2012).  

Data time series seringkali tidak stasioner sehingga menghasilkan hasil 

regresi yang meragukan atau disebut regresi lancung (spurious 

regression). Regresi lancung merupakan kondisi dimana hasil regresi 

diperoleh nilai koefisien atau slope regresi yang signifikan dan nilai 

koefisien determinasi (R2) yang tinggi akan tetapi variabel di dalam 

model tidak saling berhubungan. Ada kemungkinan hasil regresi 

tersebut merupakan data time series yang tidak stasioner, sehingga perlu 

menggunakan perhitungan tersendiri, satu diantaranya adalah 

menggunakan model koreksi kesalahan atau Error Correction Model 

(Aspian Nur, 2019). 

Dengan model ECM, masalah regresi lancung (spurious regression) 

dapat diatasi melalui penggunaan variabel perbedaan (difference) yang 

tepat di dalam model. ECM juga tidak menghilangkan informasi jangka 

panjang akibat penggunaan data perbedaan (difference) saja, karena 

ECM juga memasukkan variabel level. Model ECM yang valid 

mengindikasikan adanya kointegrasi (hubungan jangka panjang) antar 

variabel, spesifikasi modelnya benar, teori ekonominya benar, dan 

terdapat hubungan kausalitas, paling tidak hubungan satu arah di mana 

variabel independen mempengaruhi variabel dependennya secara 

signifikan (Astuti, 2001).  

Regresi dengan ECM harus memenuhi beberapa asumsi dan tahapan 

berikut: 

1. Uji stasioneritas/uji akar unit 
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Uji stasioneritas digunakan untuk melihat apakah data time series 

yang digunakan stasioner atau tidak. Suatu data dikatakan stasioner 

jika rata-rata dan variasinya konstan sepanjang waktu. Data yang 

stasioner penting untuk menghindari regresi lancung. Terdapat 

beberapa uji yang dapat dilakukan untuk mengetahui stasioneritas 

data dan penelitian ini menggunakan uji akar unit (unit root test) 

yang dikembangkan oleh Dickey-Fuller.  

Kriteria pengujian akar unit adalah: 

H0: terdapat unit root atau data time series tidak stasioner. 

Jika Nilai ADF statistik < 𝛼 0,05 maka H0 ditolak atau data 

stasioner. 

2. Uji derajat integrasi 

Berbagai studi atas data time series seringkali menghasilkan data 

yang tidak stasioner pada level. Bila data yang diamati pada uji 

akar unit ternyata tidak stasioner, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji derajat integrasi. Uji ini untuk mengetahui pada 

derajat ke berapa data akan stasioner. Jika data time series 

mengandung masalah unit root, difference pertama (first difference) 

data tersebut stasioner (Damodar N Gujarati & Dawn C. Porter, 

2009). Seperti dijelaskan sebelumnya, data time series yang 

stasioner penting untuk menghindari regresi lancung. Perlu untuk 

diperhatikan stasioneritas yang ditunjukkan oleh variabel-variabel 

dalam format turunan pertama atau kedua, tidak mampu 

menjelaskan hubungan jangka panjang antar variabel tersebut. 

Variabel-variabel tersebut hanya mampu menjelaskan hubungan 

jangka pendek. 

Pada prinsipnya dalam melaksanakan estimasi terhadap suatu 

model, terdapat 4 kasus yang berlaku umum: 

a. Jika hasil pengujian unit root terhadap kedua variabel 

menunjukkan 2 variabel tersebut tidak mengandung unit root 

(stasioner pada level), maka teknik regresi standar seperti OLS 

dapat langsung digunakan. 
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b. Bila hasil pengujian unit root menunjukkan bahwa kedua 

variabel tersebut terintegrasi pada derajat yang sama, misal 

pada 1st difference, sedangkan dari hasil regresi terseubut 

residualnya tidak stasioner, maka hasil regresi dari kedua 

variabel tersebut akan menghasilkan spurious regression. Untuk 

menghindari hal tersebut, maka kedua variabel tersebut 

diestimasi dalam format turunan pertama.  

c. Bila hasil pengujian kedua variabel tersebut menunjukkan 

keduanya terintegrasi pada order yang sama dan residual yang 

dihasilkan stasioner, maka kedua variabel dikatakan 

terkointegrasi. 

d. Bila kedua variabel tersebut terintegrasi pada derajat yang 

berbeda, maka kesua variabel tersebut tidak mempunyai 

hubungan sama sekali (drifting apart).  

Hipotesis untuk uji derajat integrasi adalah: 

H₀ : data tidak stasioner   

H1 : data stasioner  

Apabila nilai Augmented Dickey-Fuller (ADF) statistik < 0,05 

maka H₀ ditolak atau data stasioner.  

3. Uji kointegrasi (keseimbangan jangka panjang) 

Tahap selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi. Uji 

kointegrasi digunakan untuk memecahkan masalah data time series 

yang tidak stasioner. Dasar pendekatan kointegrasi adalah sejumlah 

data dapat menyimpang sari rata-ratanya dalam jangka pendek, 

akan bergerak bersama-sama menuju kondisi keseimbangan dalam 

jangka panjang (equilibrium). Uji kointegrasi bertujuan untuk 

menguji apakah residual regresi yang dihasilkan stasioner atau 

tidak. Apabila satu atau lebih variabel tidak stasioner, maka 

variabel tersebut tidak terkointegrasi. Secara ekonomi, dua variabel 

dikatakan terkointegrasi jika kedua variabel tersebut mempunyai 

hubungan dalam jangka panjang atau ekuilibrium. Konsep 
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kointegrasi berkaitan dengan keberadaan keseimbangan jangka 

panjang diamna sistem ekonomi konvergen sepanjang waktu 

seperti yang dikehendaki dalam teori dan merupakan cara untuk 

melakukan uji terhadap teori.  

Persyaratan umum untuk menerapkan teknik kointegrasi adalah 

keharusan adanya kesamaan orde integrasi diantara variabel-

variabel yang akan dipakai dalam model regresi kointegrasi.  

Uji kointegrasi yang dilakukan adalah uji Engle-Granger 

(Augmented Eagle-Granger) untuk mengetahui residual dari 

persamaan kointegrasi stasioner atau tidak. 

4. Permodelan Koreksi Kesalahan (ECM) 

Error Correction Mechanism (ECM) pertama kali digunakan oleh 

Sargan dan dipopulerkan oleh Eagle dan Granger, mengoreksi 

ketidakseimbangan (disequilibrium). Granger menyatakan bahwa 

jika dua variabel X dan Y terkointegrasi, hubungan kedua variabel 

tersebut dapat diekspresikan sebagai ECM.  

Model ECM bertujuan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya 

perubahan struktural. Hal ini karena keseimbangan jangka panjang 

anatara variabel independen dan variabel dependen yang 

merupakan hasil uji kointegrasi tidak akan berlaku setiap saat. Oleh 

karena itu error term yang terdapat pada persamaan yang akan 

ditaksir harus diperlakukan sebagai keseimabangan kesalahan 

pengganggu (equilibrium error) dalam jangka panjang. 

Model ECM dapat dibentuk jika terjadi kointegrasi antar variabel 

bebas dan variabel terikat yang menunjukkan hubungan jangka 

panjang/equilibrium yang mungkin dalam jangka pendek keduanya 

tidak mencapai keseimbangan. ECM digunakan untuk menguji 

spesifikasi model telah sesuai. Apabila parameter ECT (Error 

Correction Term) signifikan secara statistik dan bernilai negatif, 

maka spesifikasi model dengan ECM sudah tepat. ECT merupakan 

kesalahan keseimbangan (error equilibrium), jika ECT sama 
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dengan nol (signifikan), maka variabel independennya dalam 

kondisi keseimbangan. 

Langkah merumuskan model ECM adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan spesifikasi model 

GDP = α +  β1 Govex +  β2 PMTB +  β3 PUB +  β4 EMP +
β5Dummy +  ε

 

 

b. Membentuk fungsi biaya tunggal dalam metode koreksi 

kesalahan 

𝐺𝐷𝑃 =  𝛽1(𝐺𝐷𝑃𝑡 − 𝐺𝐷𝑃 𝑡 − 1) +  𝛽2{(𝐺𝐷𝑃𝑡 − 𝐺𝐷𝑃𝑡 − 1))

− 𝑓𝑡(𝑍𝑡 − 𝑍𝑡 − 1)2 

 

Berdasarkan data diatas Ct adalah fungsi biaya kuadrat, PDB t 

adalah Produk Domestik Bruto pada periode t, sedangkan Zt 

merupakan vector variabel yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi yaitu belanja pemerintah, PMTB, tenaga kerja, investasi 

pemerintah, serta variabel dummy. Komponen pertama fungsi 

biaya tunggal di atas merupakan biaya ketidakseimbangan dan 

komponen kedua merupakan komponen biaya penyesuaian.  

 

 

c. Persamaan jangka pendek (ECM) 

D(PDB) = β0 + β1 D(Govex) + β2 D(PMTB)  + β3 D(PUB) + 

β4 D (EMP) + β5 Dummy + β6ECT (-1) + µ 

 

Berdasarkan model ECM diatas, parameter β6 adalah parameter 

penyesuaian, dimana koefisien koreksi ketidakseimbangan dalam β6 

dalam bentuk nilai absolut menjelaskan seberapa cepat waktu yang 

diperlukan untuk mencapai keseimbangan (equilibrium). 

Sedangkan parameter β1 β2 β3 β4 dan β5 menjelaskan pengaruh 

jangka pendek. 
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Koefisien β6 hasil estimasi model ECM diharapkan bertanda 

negatif. Nilai absolut koefisien β6 ini menentukan seberapa cepat 

keseimbangan bisa tercapai kembali bila didapat penyimpangan.  

 

 

III.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Ekonometrika memiliki asumsi klasik Ordinary Least Square untuk 

memastikan bahwa model yang dipilih adalah model terbaik. Uji asumsi 

klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model yang diestimasi telah 

memenuhi asumsi Gauss Markoff, yaitu BLUE (Best Linear Unbiassed 

Estimator). Setelah diperoleh hasil regresi dengan ECM, dilanjutkan 

dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji yang didapatkan dari sebaran data untuk 

mengetahui apakah data tersebut memiliki berdistribusi normal atau 

mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan 

adalah Uji Jarque Berra, dimana jika nilai Jarque Berra mendekati 1 atau 

probabilitas > α maka data terdistribusi normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. 

Pengujian ini melihat bagaimana variabel (X) mempengaruhi 

variabel (Y), baik itu pengaruh berbanding lurus maupun 

berbanding terbalik.  

Uji lineritas yang digunakan adalah uji Ramsey Regression 

Equation Specification Error Test atau uji Ramsey RESET. Jika 

hasil tes menunjukan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari α 

artinya model nonlinier tidak lebih baik dari model linier. Dengan 

demikian asumsi linieritas pada model regresi terpenuhi. 
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c. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya 

korelasi atau hubungan kuat a dua variabel bebas atau lebih dalam 

sebuah model regresi berganda. Dampak dari multikolinearitas a 

lain: 

1. Koefisien Partial Regresi tidak terukur secara presisi sehingga 

nilai standar error-nya besar. 

2. Perubahan kecil pada data dari sampel ke sampel akan 

menyebabkan perubahan drastis pada nilai koefisien regresi 

parsial. 

3. Perubahan pada satu variabel dapat menyebabkan perubahan 

besar pada nilai koefisien regresi parsial variabel lainnya. 

4. Nilai Confidence Interval sangat lebar, sehingga akan menjadi 

sangat sulit untuk menolak hipotesis nol pada sebuah 

penelitian jika dalam penelitian tersebut terdapat 

multikolinearitas. 

Uji multikolinearitas yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan melihat nilai Variance Inflating Factors (VIF).  Jika nilai 

VIF dibawah 10 dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami 

masalah multikolinearitas.  

d. Uji Autokolinearitas 

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antar observasi dalam 

satu variabel. Korelasi ini terjadi antar waktu atau individu. 

Umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada data time series, 

dimana kondisi sekarang dipengaruhi kondisi masa lalu. Uji 

autokolinearitas yang digunakan adalah uji Breusch-Godfrey Serial 

Correlation LM Test. Jika probabilitas > α, maka disimpulkan data 

tidak mengalami masalah autokorelasi.  

e. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi karena varians antar error tidak 

konsisten sehingga model tidak memenuhi criteria Gauss-Markov 
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yang umumnya terjadi pada data cross section. Akibat adanya 

heteroskedastisitas adalah: 

1. Varians tidak konstan, akibatnya nilai varians lebih besar dari 

varians taksiran 

2. Varians yang besar menyebabkan uji hipotesis (uji F dan uji t) 

kurang tepat 

3. Interval kepercayaan menjadi lebih besar karena standar error 

yang besar. 

4. Kesimpulan (hasil akhir) yang dihasilkan regresi yang 

dilakukan tidak tepat dan dapat menyesatkan. 

Untuk menguji heteroskedastisitas digunakan uji Breusch-Pagan-

Godfrey. Hipotesis nol untuk uji ini adalah no heterokedastisitas 

atau homoskedastisitas. Jika probabilitas > α, maka terima Ho yang 

berarti data tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.  

 

III.5.3 Uji Statistik/Uji Hipotesis 

Tahap berikutnya yang dilakukan dalam analisis data adalah melakukan 

uji statistik dan interpretasi kriteria ekonomi. Pengujian hipotesis/uji 

statistik yang digunakan mencakup: 

a. Uji Koefisien determinansi (R2) 

Uji R2 digunakan untuk mengukur seperapa besar variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam 

model regresi. Semakin tinggi R2, semakin baik hasil yang 

diperoleh. 

b. Uji F (uji serempak) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dalam model. 
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c. Uji t (Uji parsial) 

Uji t digunakan untuk mendeteksi seberapa baik satu variabel 

independen secara individual (parsial) dapat menjelaskan variabel 

independen dalam model. 

 

III.5.4 Evaluasi Kriteria Ekonomi 

Evaluasi kriteria ekonomi dilakukan dengan melakukan interpretasi 

terhadap hasil regresi yang dihasilkan dan mencocokkan hasil penelitian 

tersebut dengan teori ekonomi. Hubungan variabel dependen dan 

variabel independen dapat dilihat dari tanda koefisien masing-masing 

variabel, apakah searah atau berbanding terbalik. Dalam tahap evaluasi 

ini juga dijelaskan alasan jika hasil pengolahan data tidak sesuai dengan 

teori ekonomi.  



 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

V.1. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah didefinisikan dan hasil analisis 

serta pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Belanja pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap PDB riil perkapita Indonesia. 

2. PMTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB riil perkapita 

Indonesia. 

3. Investasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB 

riil perkapita Indonesia. 

4. Tenaga kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

PDB riil perkapita Indonesia. 

5. Reformasi keuangan negara berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap PDB riil perkapita Indonesia. PDB riil perkapita Indonesia 

setelah reformasi keuangan negara lebih tinggi dibanding sebelum 

reformasi keuangan negara. 

6. Secara bersama-sama belanja pemerintah, PMTB, investasi 

pemerintah, tenaga kerja, serta reformasi keuangan negara 

berpengaruh signifikan terhadap PDB riil perkapita Indonesia. 
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V.2. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan diatas penulis mengajukan 

saran sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa belanja pemerintah berpengaruh 

positif terhadap PDB riil perkapita Indonesia karena belanja 

digunakan untuk hal produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, 

dan infrastruktur. Namun hasil regresi juga menunjukkan dalam 

bahwa belanja pemerintah tidak signifikan mempengaruhi PDB riil 

perkapita Indonesia. Secara jumlah, belanja pemerintah relative kecil 

dibandingkan nilai PDB riil perkapita. Sebagai salah satu komponen 

pembentuk PDB riil perkapita, kontribusi belanja pemerintah hanya 

kurang dari 10%. 

Belanja pemerintah belum optimal mendorong pertumbuhan ekonomi 

karena kendala dalam efisiensi belanja, pelaksanaan anggaran, dan 

korupsi. Dalam rangka meningkatkan efisiensi belanja pemerintah,  

kegiatan Spending Reviu untuk mengidentifikasi inefisiensi anggaran 

perlu terus dilanjutkan dan ruang lingkupnya perlu diperluas bukan 

hanya pada anggaran Kementerian/Lembaga di level pusat, namun 

juga hingga ke level anggaran di daerah. Hasil spending reviu akan 

membantu mengidentifikasi potensi fiskal yang dapat dimanfaatkan 

untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Selain itu pemerintah perlu 

terus mendorong implementasi E-government untuk mengurangi celah 

penyelewengan anggaran (korupsi). 

2. PMTB yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta terbukti 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Oleh karena itu kebijakan pemerintah meningkatkan anggaran 

infrstruktur sebagai bagian dari PMTB perlu terus dilanjutkan dan 

ditingkatkan untuk meningkatkan PDB riil perkapita Indonesia. 

3. Jumlah pekerja dalam perekonomian Indonesia berpengaruh positif 

terhadap PDB riil perkapita. Namun, karena kualitas produktivitas 

pekerja Indonesia masih relatif rendah, maka daya ungkit tenaga kerja 
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terhadap PDB riil perkapita Indonesia belum optimal. Pemerintah 

perlu meningkatkan Program Wajib Belajar yang saat ini baru 

mencapai 12 Tahun (tingkat SMA) menjadi program Wajib Belajar 

hingga perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

pekerja Indonesia. Dukungan anggaran pendidikan yang cukup besar 

agar dapat dioptimalkan untuk mendukung Wajib Belajar hingga 

perguruan tinggi. 

Upaya tersebut juga perlu dikombinasikan dengan memadukan 

kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri (link and match). 

Selain itu, saat ini pemerintah juga menggulirkan program Kampus 

Merdeka ang memberikan kesempaatan bagi mahasiswa/i untuk 

mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung 

ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan. Program Kampus 

Merdeka ini perlu terus dilanjutkan dan diperluas untuk memberikan 

kesempatan lebih banyak orang meningkatkan taraf pendidikannya 

sehingga mampu bersaing di dunia kerja dan dunia usaha. 

Selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia 

dalam menyerap teknologi, pemerintah perlu membekali siswa dan 

mahasiswa dengan pelatihan teknologi/digital. Dengan demikian 

ketika siswa/mahasiswa tersebut bekerja kualitas dan produktivitasnya 

akan meningkat.   

4. Reformasi keuangan negara terus dilanjutkan dengan reformasi yang 

bukan hanya menitikberatkan pada pengelolaan anggaran yang 

transparan dan akuntabel. Namun reformasi keuangan negara harus 

juga berfokus pada dampak yang dapat dirasakan masyarakat dengan 

pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel tersebut. 

Reformasi juga perlu terus diperluas ke bidang lainnya untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi 

anggaran berbasis kinerja seperti diamanatkan UU No.17 Tahun 2003 

juga perlu terus diperbaiki diantaranya melalui analisis standar biaya 

dan standar pelayanan minimum pada level Kabupaten/Kota/Provinsi. 
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5. Dalam penelitian ini, variabel belanja pemerintah diproksi secara 

keseleruhan tanpa membedakan jenis belanjanya. Beberapa penelitian 

terdahulu menemukan bahwa beberapa jenis belanja pemerintah 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB riil 

perkapita, namun beberapa jenis belanja lainnya justru berpengaruh 

negatif. Studi empiris juga membuktikan adanya threshold belanja 

pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan PDB riil 

perkapita. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel belanja 

pemerintah berdasarkan jenisnya dan menghitung threshold agar 

analisis belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi semakin 

mendalam. 
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